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ABSTRAK

Narma : Nur Hariandi
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul - Indikasi Perbuaton Melawan Hukum Oleh Yayasan

Perbankan Indonesia dalam Pemberian Dana 100 miliar
untuk memperbaiki Citra Bank Indonesia

Tesis ini membahas indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Yayasan Pengembangan Perbankan [ndonesia (YPPI), pada saal yayasan
memberikan dana sebesar 100 miliar uniuk memperbaiki citra Bank Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekaten yuridis
normatif. Permasalahan yang diangkat perihal konsep tujuan berdirinya yayasan,
dan tindakan YPPI apakah telah sesuvai dengan konsep tersebut serta indikasi
perbuatan  melawan hukum yang dilakukan oleh YPPIL Kesimpulan vang
diperoleh adalah Kongep tjuan pendirian yayasan untuk tujuan-tujuan sosial dan
kemanusiazn. Yayasan merupaksn organisasi nirlaba yang bergerak untuk
kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public beneftr). Tujuan YPPI dalam
anggaran dasarnya adalah bergersk di bidang sesial untuk meningkatkan sumber
dave manusia melalul kegiatap-kegiatan socperti menyelenggarakan pendidikan,
pendidikan umum, peningkatan pengetahuan dan kelerampilan di  bidang
ekonomi, perbankan, termasuk pelatithan, seminar, lokakarva, dan penelitian
Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI yang memberikan dana 100 miliar
kepada orang-orang tertentis, selaln untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan,
telah melanggar nilai ideal iyjuan pendinian yayasan, yaitu untuk kepentingan
umium dan kemanfaatan publik (public benefif). Tindakan Badan Hukum YPPI
terindikasikan mejakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana 160
miliar untuk memperbaiki citra Bl Perbuatan melawan hukum badan hukom
vavasan sesual dengan Pasal 13653 KUHPerdata. Perbuatan organ-organ yayasan
wrsebut, melangyar asas kepawtan dan melanggar hak subjektif masyarakat.
Perbuatan tersebut juga bertemtangan dengan prinsip kehatianwatian  yang
seharusnya dimihiki oleh organ-orapan yvayasan.

Kata Kunet:
Yayasan, Badan Hukum, Perbuatan Melawan Hukem,
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ABSTRACT

Name :  Nur Hariandi
Study Program  :  Economic Law
Title . Indication of Uslawful Act by Indonesia Banking

Foundation in the Giving of 100 millios Fund to
Rehabilitate the Image of Bank of Indonesia

This Thesis is discussing the indication of unlawful act which was done by
Indonesia Development Banking Foundation (YPPI), when the foundation gave
fund in the amount of Rp. 100 million to rehabilitate the image of Bank of
Indonesia. This research is a descriptive explorative research using juridical
normative approach. Problem arisen here is regarding the concept of the
foundation’s establishment, and the act of YPPI whether it was done accordingly
to such concept also the indication of unlawful acts which were done by YPPL
The conclusion achieved is that the Concept of the purpose of the foundation
establishment which is for social and humanity purpeses. The foundation is 2 non-
profit organization which has activities for general interest and public benefit. The
purpose of YRPI in its Articles of Association is having activities in social field o
enhance human resources through activitics such as holding education, general
education, improvement in the knowledge and skill of economic, banking,
including holding training, seminer, workshop, and research. By doing such act of
those board of directors and advisors of YPPI which had given 100 million fund
o certgin people, other than for social and humanily interests, had violated the
ideal value of the purposes sstablishment of the foundation, which is for general
interest and public benefit. The act of YPPI Legal Entity was indicated doing
unfawful act in giving the 100 million fund to rehabilitate the Bank Indonesia’s
image. The unlawful act of foundation as legal entity was according to the Anticle
of 1365 Civil Code Law, The act of such organs of the foundation, has vielated
the reasonable principles and the subjective rights of the people. That act was also
violated the careful principles which are befong to the organs of such foundation.

Reywords:
Foundation, Legal Entity, Unlawful Act

Universitas Indonesia

Indikasi Perbuatan..., Nur Hariandi, FH Ul, 2009




i

DAFTAR IST

HALAMAN JUDUIL... s i
PERNYATAAN O&ISEN;%LE'I"AS i
HALAMAN PENGESAHAN o ecnieeecetreeeer rersesssaravsnssssssrssessanea 311
KATA PENGANTAR .. RSSO UURORPPURUUORUPPRS LV
PERNYATAAN ?ERSR’E‘%EE&M\% ?{}BLiKASi teet e reneaneriranes W
ABSTRAK ..ot crcriecvisssnssvsns s cecsmmssssecaesamssesexssms tesessnssesssom s crmeressrnsasssneseves vil
DAFTAR ZSI e anteenare et Saerernrens
1. PENE}AHUL{J&N
1.1 Latar Bei&kang
1.2 Pokok Permasaiahan .
1.3 Tujuar dan Kegunaan Panehtlan
13,1 Tujuan Peneltian . .oc.oc. v iveimieenresssasien orsssmrsssveasssssvvonssess
1.3.2 Kegunaan Penelilian ... e e e esesescsaraces
1.4 Landagan Konsepsi dan Teor .o s cecrnnnssns cvsseaenssnessse sescvnnss
1.5 Metode Penelitia .. oo ieseesie e eesssessssreessnsnrensssevasasvecssmanmes
1.5.1 Jenis PerelilIAI .o st ocnee e eeaaaetaes ann e man e nan e v v s an o
1.5.2 Pendekatan Penelltian. .. ... oo sisvessnesens
1.5:3 Jenis dannSumber Dati . bl v T prens s cousinn 10
1.5.4 Metode Penelusuran Bahfn .o ierrarnssnnsnsssnsenssavvant 11
., TR Y .. A R
1.6 Sigtematika PentliSBn i esee e eeaerarsevarervveressmnenessavnirs 11

O OND D A L s B ol e e B

2. YAYASAN SEBACGAI BADAN HUKUM ..o 13
2.1 Peagertian Badan Hukum .t it s e 13
2.2 Teori-teori Badan Huk8m . ... s vvenssarers sveennes. 16

il Fiksi..... 0 N BN O . e 16
2.2.2 Teon Organ atoud Teori Peralatan -.....ovevveren s nvnissncrmsonses 17
2.2.3 TFeor Pemilikan Bersamal c..oooccec i ivesnnsn e 18
2.2.4 Teori Kekayaat Bertujuan_......conicimmoeciimeac oo iovene 19
2.2.5 Teort Kekayaan Jabatan .o....c..oooiiiiianicinien 19
2.2.6 Teori Kenyataan Yuridis ..o svsiines 20
2.3 Perbuatan dari Badan Hukum «.coovrcvireieee e 21
2.4 Yayssan sebagai Badan Hukum........ccocoioiiniimvmnaves o nn i 22

Sl

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIKAITKAN PADA
TINDAKAN BADAN HUKUM (i 28
3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hulum. .. 18
3.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan HuKum ..o ovnovonnonine: 30
3.2.% Unsor perbuatan yeng Melawan Hukum oo, 31
3.2.2 Adanya KEeruglan. e e v 39
3.23 Adanya ReSalaban ..o tmvees s tsn s ceatireas 36
3.2.4 Adanya Hubungan Sebab Akibat/Kausalitas....ccom v ecvcrimnnone 37
3.3 Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan Hokum. ... 38

Universitas ndonesia

Indikasi Perbuatan..., Nur Hariandi, FH Ul, 2009



4. INDIKASI  PERBUATAN MELAWAN  HUKUM  YANG
DILAKUKAN YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN

TN L0 AN O - NN 41

4.1 Badan Hukum Yayasan Bertujuan untuk Kepentingan Sosial dan
oy y Lo LS - ST 41

4.2 Indikasi Perbuatan Melawan Hukum YPPI ... 47
4.2.1 Unsur Perbuatan Melawan Hukum ..................cc.o.iiinienee 48

4.2.2 Unsur Kesalahan...........cc.oo i 51
4.2.3 Unsur Kerugian ...ttt e e, 93
4.2.4 Unsur Sebab Akibat...........cccoooeiiiiniiiicicceees. 55
4.3 Pemeriksaan Terhadap Yayasam ........c.cooiiincimiin e 55
4.4 Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum YPPI.. 64

5.1 KeSimpulan .....c.ccvveiiviiiniimnissimniissirsessnissins s ses e 66
5.2 Saran .......... oS SRS NI . Y .. 67

DAFTAR PUSTAKA ..ottt nin e e s sme s s nssesssinnsnnnes 09

Universitas Indonesia

Indikasi Perbuatan..., Nur Hariandi, FH Ul, 2009



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada 30 April 1970, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI)
didirikan Bank Indonesia (BI), bank milik pemerintah {(BBD, BDN, BEIl, BN],
Bapindo, BRI dan BTN) dan Perhimpunan Bank-bank WNasional Swasta
(Perbanas) dengan tujuan membentuk dan mengembangkan kemampuan tenaga
profesional perbankan, baik untuk para pegawai Bank Indonesia dan bank-bank
pemexintah, maupun pegawai  bank-bank swasta. YPPI dibeatuk untuk
menggantikan Pergurnan Tinggi limu Keuangan dan Perbankan (PTIKP).

YPPI pada awalnya bernama Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPD) sebagaimana tertulis pada akte pendirian dan anggaran dasarnya,
dengan akie notaris Rd. Scekarsono, SH, Nomor 24, tertanggal 29 Desember 1977
dengan 3 (tiga)} tujuan pokok, yakni memperoleh tenaga-tenaga pimpinan
perbankan vang bermuty; mempertinggl mutu pendidikan perbankan; dan
memperluas pengertian masyarakat terhadap dunia perbankan.” Kemudian LPP]
berubzh nama menjadi Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
(YLPP]) dengan zkte novaris Mudofir Hadi, SH.. Nomor 60, tertanggal 11 Januvari
1993, dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada
tanggal 12 Maret 2003 dengan Nomor 4 VA NoVHKM/2003 PNIAKSEL, dan
pada tanggal 27 Agustue 2003, YLPPI bergantl nama menjadi Yayssan
Pengembangan Perbankan Indonesia dengan akta Motaris Imas Fatimah SH.
Nomor 53,

Pada tanggal 20 Juni 2003, Ketoa Pengurus YPPI, Baridjusalam Hadi dan
Bendahara YPPL Ratnawati Diojomartono, dipanggil oleh Aulia T. Pohan, saat flu
menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas YPPL dan diminta untuk menyisihkan

dana sebesar 100 miliar yang akan digunakan untuk memperbaiki citra BL

' www.oginiindonesis.org/Dari Bl ke YPPLhm

* thid
¥ Akia Pendirion YPPI Nomor 53 tangpal 27 Agustus 2003, Notarls Imes Fatimah
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Penyisihan dana tersebul menurot Ketus YPPI didasarkan pada rapat Dewan
Gubernur Bl tanggal 3 Juni 2003, Sebesar 88,5 miliar digunakan uniuk bantean
hukum para meantan pejabat Bl yang terjerat kasus hukum dan 31,5 miliar
dipergunakan untuk diseminasikan amandemen Undang-Undang BI*

Dana tersebut, sebesar 31,5 miliar diserahkan pengurus YPPI kepada Rusti
Simanjuntak dan Asnar Ashari. Oleh keduanya kemudian diserahkan kepada
Ketua Panitia Perbankan Komisi IX DPR R] Periode 2003, Antoni Zeidra Abidin,
Sebesar 68,5 miliar lainnya diserabkan Ketua YPPI Baridjussalam Hadi dan
Bendahara Ratnawati Sari kepada Oey Hoey Tiong dan selanjuinya oleh Qey
Hoey Tiong diserabkan kepada J. Soedrajad Djiwantono (melalui Rustamadji),
Twan R Prawiranata, Heru Supraptomo, Hendre Budianto, dan Paul Sutopo.”

Datam kasus ini mantan Gubernur Bl Burhanuddin Abdullsh divonis lima
tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dinyatakan melangpar
pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.® Selain itu, mantan Deputi direktur Hukum Bl Oey Hoey Tiong dan
mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak divonis empat tahun penjara
dan membayar denda sebesar 200 juta,’

Namun, Hakint Ad Hoe Sofialdi berbeda pendapet. Ia mengatakan,
penyisihan dana YPPI untuk kepentingan BY bukan perbuatan vang menimbulkan
kerugian Keuangan negara. Sebab, kekayaan YPPI telah terpisah dari pendirinya,
yaitu BL Sofialdi juga menilai pemberian uvang kepada mantan direksi Bl sebesar
Rp 68,5 miliar bukan tindakan pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya akia
pengakuan utang.g

Di dalam persidangan sendiri terungkap fakta-fakta sebagai berikut;”

* www.kompas.com/penyarahan dana yppi salahl aturan him
* www,ppinfindonesia.org/ Tl BI ke YPPLhum

“ www.seputar-indonesia.com

" Kompas, 13 November 2008

® Jawa Pos, 13 Movember 2008

* Hans Sinaclan, Menyoroti Putusen Kasus Aliran Dana YPPI, Sinar Farapan, 27 Januari 2009
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1. Saksi Ahli Hukum Administrasi Negare Prof. 12r. Philipus M. Hadion
menyatakan kekayasan yayesan, yang berasal dari bantuan negara yang
diberikan sebagal hibah, atau bantuan luar negeri, atau sumbangan
masyarakat, adalah sepenshoya menjadi kekayaan yayasan.

2. Saksi Ahli Ratnawati Wijaya, yvang juga menjadi Ketus Tim Penyusun
Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, Diz berpendapat bahwa
kekayaan yayasan adalah kekaysan yayasan itu sendiri dan hukanlah
kekayaan pendiri.

Abli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Novi Gregori Antonius
menyatakan tentang UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuvangan Negara,
Berdasarkan undang-undang ini, kevangan negara adalah semus hak dan
kewaiiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sssuatu baik berupa
uvang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negars berhubungan
dengan pelzksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konklusinya, hilangnva 100
miliar dari laporan kewangan YPPI sehagai kerugian negara,'”

Pada tanggal 17 Juni 2005, Mantan Deputt Gubernur BI Aulia T. Pohan
divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi {tipikor) 4 tahun 6 bulan penjars
karena terbukti secara syah den meyakinkan melakukan tindak pidana yang
merugikan negara. Begitu pula dengan tiga mantan Deputi Gubernur Bl leinnya.
Aslim Tadjuddin, Maman H. Somantri, Bun Bunan Hutapea. Majelis Hakim
menjatuhkan vonis yang sama kepada Maman H. Sumaniyi {empat tahun enam
bulan). Sementara itu, Bun Bunan Hulapea dan Aslim Tadjuddin divonis empat
tahun penjara dengan denda Rp 200 juta'l

Terlepas dari vonis yang dijatuhkan pengadilan tipikor kepada mantan
deputi-deputi gubernur B, dana 190 miliar tersebut diberikan oleh BI kepada
YPPI, oleh kemudian penguras YPPI alas perintah Pengawas YPPI mengeluarkan
dana tersebut untuk kepentingan bastuan hukum para mantan pejabat B dan
diseminasikan untuk amandemen Undang-Undang BL

Dana 100 miliar yang dikeluarkan oleh YPPI jelas telah menjadi harta
kekayaan dari YPPI, walau sumbernya didapat dari dana Bl. YPP1 sebagai badan

" www hskumonline com

ity faeww primaironline com/berita/detail phpTeatid=Peradilan&artid=auiia-pohan-divonis

Universitas indonesia

Indikasi Perbuatan..., Nur Hariandi, FH Ul, 2009



hukum yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, diduga
mengeluarkan dana di luar tojuan dari pendiriannya.

Ketentuan Pasal 1 angka | Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang.
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan:

“yavasar adalah badan hukum yang terdiri ates kehayaon yang

dipisabtkan dan diperuntukkan uniuk mencapai tujuan terienru di

Gidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yong tdak mempunyai

anggota”

Dapat dicermatt bahwa yayasan bertujuan sosial, keagamaan dan
kemanusiaan. Terdapat ketidaksinkronan antara tindakan vamg dilakukan YPPI
sebagal yayasan dengan ketentuan diatas,

Penulis ingin meneliti spakah pengeluaran dana 100 miliar oleh YPPI
tersebut, telah sesual dengan konsep tujuan dan atau terdapat indikasi perbuatan
melawan hukum,

Berdasarkan hal-hal yang telaly dikemukakan di atas, maka penulis akan
mengangkat judul “Indikesi Perbuatzn Melawan Hokum o¢leh Yayasan
Pengembangan Perbankan Indonesia dalam Pemberian Dana 100 miliar uniuk

memperbaiki Citra BI™.

1,2 Pokok Permasalahan
t. Apakah tindakan YPPI sebagal badan hukum yayasan telgh sesuai
dengan konsep tujuan badan hukum vayasan, apabila dikaitkan denpan
pemberian dana 10¢ miliar untuk memperbaiki citra BI?
2. Bagaimanakah indikasi perbuatan melawan hokum badan hukum
vayasan dikaitkan dengan tindakan YPPI dalam memberikan dana 100

miliar untuk memperbaiki zitra BI?
1.3 Tujuaa dan Kegunaan Pencelitian
£.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untak mengetahui tindakan YPP! sebagat badan hukum

yayasan telah sesual atau tidak dengan konsep tujuan badan
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hukum yavasan, bila dikaitkan dengan pemberian dana 100
miliar untuk memperbaiki citra BL

2. Menjelaskan ada atau iidaknya perbuatan melawan hukum
badan hukum yayasan bila dikaitkan dengen tindakan YPPI
datam memberikan dana 100 miliar.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep
tujuan badan hukurn yayasan scbagai badan hukum yang
bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada umumnya

2. Memberikan kontribusi pemikiran tentang indikasi perbuatan
melawan hukum vang dilakokan badan hukum yavasan pada
aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian, jaksa
penuntul umm, dan hakim.

3. Memberikan kajian mengenai ada atau tidakeya perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh YPPI dalam pemberian

dana 100 miliar untuk memperbaiki citra Bl

14  Landasan Konsepsi dan Teon
Kajlan dan analisis penclitian tesis ini didasarkan pada beberapa acuan
konsepsi dan teori, aitara jain sebagai berikut:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
“Tiap perbuatan melanggar hukwn yang membawa kerugian kepade
seorang lain, mewajibkon orang yang karena salahnya menerbithan
kerugiom iy, mengganti kerugian tersebue”

2. Pasal 1366 KUHPerdata “Setiap orang bertangguny jowab tidak saja
untuk kerugion ynog disebabkar perbuatannya, itetap! juga wntuk
kerugian yang disebabkas kelalaian atay hwrang hati-katinva

3. Perbuatan Melawan hukum Menurut Wiryono Prodjodikore di dalam
bukunya “Perbuatan Melanggar Hukum™ adalah “peréuaran itu
mengakibatkan  kegoncangan dalam  reraca  keseimbangan  dari

masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdopat apabila
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b

peraturan-peraturan hukum di dalam masyrakar dilangear (langsung),
melaivkan juga, apabila peraturan-peraturan kesusituan, keagamaan
dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung)’”.

4. Perbuatan Melawan Hukum menurut M A Moecgni Djodjodirdie di
dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum” adalah
“Kealpaan berbuai, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan
dengan kewgjiban hukum i pelaku atau melanggar  kesusilaan
atanpun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam
perguulan masyarakat tontang orang lain gtau barang”. s

5. Perbuatan melawan hokum tidak hanyaz dapat diartikan dengan
perbuatan  melawan undang-undang, atau bertentangan dengan
kewajiban hukum, tetapi tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan
dan sifat kehati-hatian. Hal ini diungkapkan oleh Mariam Darus
Badrulzaman seperti yang dikutip Ross, "perbuatan sebagal suaiu
konsep Hdak haryo perbugtan yang berientongan dengan undong-
undang saja, tetapi juga berbuat atou tidak berbuat yang melanggar
hak orang lain aaw  bertentungan dengan  kewgjiban  hukum,

bertertangan  dengan  kesusifaan  maupun  sifar  berhati-hati
L

sehagaimane patuinya dotam lalu lintas masyarckat
6. Teari-teori badan hukum'*:

a. Teori Fikif dari VYon Savogny berpendapat. baden hukum ity
semata-mata buatan negara saje. Sebetulnya menurut alam hanyva
manusia sajalah sebagai subjek hukum. Badan hukum it hanya
suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
orang mencipiakan dalam bayangannys suatu pelaku hukum

2 Wirjono Frodjodikere, Perbuatan Maltanggar Hukunr, Basdung, Cetakan Ketujuh, Surmue
Bandung, 1984, hal. 13

¥ M.A, Moegnl Djajowirdjo, Perbuatan Melawan Hukwn, | Jakaria, Pradnya Paramita, 1979, bal,
Z4-23

* Rasa Agusting, Perbuaton Melawan Hukum, kakarta, FH U1, 2003, bal 23

¥ R, Al Rido, Badan Hubum dan Kedudukon Badarn Hukum, Perseroun, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan, Wakaf, Alunnt, 2004, hal 7-§
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{badan hukum} sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan
IMSNUSia.

. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya
manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak
dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekaysan, sedangkan
liada manusianya pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Aps
vang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenamya
adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai
penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh svatn
tujuan atau kekayaan Kepunyasn tujuan.

Teori organ dari Otto Von Gierke, Badan hukum ity adalah suatu
realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia
ada di dalam pergaulan hukum. Disini tidak banya suatu pribadi
yvang susunggguhnys, fetapi badan hukum Hu juge mempunyai
kehendsk sendiri atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-
alat perlengkapannya (pengurus, angota-snggotanya). Apg yang
mereka putuskan, adalah kehendak atan kemauan dari badan
hukum,

. Teori Pemilikan Bersama dari Von Jhering. Teorl inl menyatakan
badan hukumn sebagal kumpulan manusia. Kepenungan badan
hukum adalah kepentingan selurull anggotanya. Meaurut teori inl
hak dan kewajiban badan hukum it pada hakikatnya adalah hak
dan kewsjiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik
pribadi, hak milik serta kekayeun tu merupakan harta kekayaan
bersama,

Teori Kekaysan Jabatan. Teori ini menitikberatkan pada
permodalan dari badan hukum vang dianggap sebagai harta
kekayaan vang terpissh dari kekayaan para anggotanya. Disin
disebut sebagal ambtefifk vermogen, yaitu harta kekayaan yang
diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Dalam teori ini terlihat adanya
hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya,

suatu hak vang melekat pada suatu kualitas.
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£ Teort Kenvatzan Yuridis. Teorl ini Udak secara bertele-tele
mencari  dasar-dlasar  untuk  membenarkan  pemberian
rechispersonalifkheld kepada badan hukum, tetapi melihat badan
hukum itu sebagal suaiu fakta, svatu keonyatan yang dicetuskan
oleh hukum den dengan demikian teori ind lebih banyak
mendasarkan kepada dasar hukum dart hukum positif yang bedaku.

7. Yayasan menurut Scholten seperti yang dikutip oleh Ali Ridho:
yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahitkan oleh suatu
pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu
kekayaan utnuk suate tyjuan  tertentu, dengan  penunjukan,
bagaimanakah kekayaan itu harus diurus dan digunakan."

8. Menurut Undang-undang Momor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo
Undang-andang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 Tshun 2001 Tentang Yayasan, Yayasan adalah
“vayasan adalah badan hukum yemg terdiri atas kekeyoan yong
dipisahkan dan diperuntukken uniuk mencapai twuan ferlesty
bidang sosicd, keagamaan, dan kemanusiaan, yang Hdak mempunyal
anggoia”

9. Untuk menghindari kesalahan pengertian, penulis memberikan
batasan-batasan:

a. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagal suatu perbuatan atau
kealpaan, vyang bertentangan dengan hak orang lain. atau
bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si pelazku  anu
bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun degan keharusan
yang harus diindahkan dalam pergavlan hidup terhadap orang lain
atau benda.’’

b. Perbuatan melawan hukom juga dapat diartikan perbuatan yang
tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga
berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau

berientagan  dengan  kewajiban hukum, bertenlangan dengan

® thid, mal, 107

¥ M.A. Moegni Disjowirdio, op. cit, Ial. 26
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L5

kesusilaan dan sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam {alu

lintas masyarakat.'®

Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian
normatif dan penelitian empiris’. Penelitian normatif merupakan
penelitian dengan menggunakan data sekunder yakai data vang
diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedanpkan penelitian empiris
adalgh penslitian yang dilakukan secara langsung di  dalam
masyarakat’

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah termasuk
deskriptif eksploratif dalam penelitian yuridis normatif. Hal ini
berkaitan dengan tujuan penelitian yang berusaha mengkaji dan
menganalisis konsep tujuan badan hukum yayasan dan untuk
menganalisis ada atau tideknys perbuatan melawan hukum dalam
kasug peraberian dana 100 miliar oleh YPPI untuk memperbaiki citra
BI, dengan konsep-konsep atay doktrin para ahli tentang perbuatan

melawan hukum.

1.5.2 Pendekatan Penslitian

Dalam peneliian ini pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan konsep (concepinal approack). Konsep dalam balmsa
Inggris adadalah concept, dan daiam bahasa iatin adalah conceprus
dari concipere yang berarti memahami, menerimeg, menanghkap yang
merupakan gabungan dari kata con (bersarna) dan copere
{menangkap, menjinakan). Konsep dalam pengertian yang relevan

adalah wunsur-unsur abstrak vang mewakili kelas-kelas fenomena

* Rosa Agusting, op. ¢it hal 21

** Bpecjono Saekano dan Sri Mamudji, Penelition Hukim Normatlf, Suatu Tinjouan Singkar, cet 2,
Jatarta; PT Rajageafindo Persads, 2000, hal. 13.14,

* thid
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dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal
universal vang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.”’

Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-
abiek yang menarik perhatian dari sudut pandangan prakus dan sudut
pengetahuan dalam pikiran dan atribut-ateibut tertentu. Berkat fungsi
tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-katz denpan
objek-objek tertentu.”

Dalam penelitian ini Peruliz mengkaji dan menganalisis konsep
tujuan badan hukum yayasan dan konsep perbuatan melawan hukum
serta untuk menganalisis ada atau tidaknya perbuatan melawan
hukum dalam konteks pemberian dana 100 miliar dari YPPI univk
mermperbaiki citra Bl

1.5.3 Jenis dan Sumber [ata
1. Bahan Hukum FPrimer, yaitu mengkaji tentang teori-teori hukum
vang berkaitan dengan obyek yang diteliti, vang meliputi:
a. Kitab Undang-~undang Hukum Perdata
b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
¢, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Temtang Yayvasan
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,
2. Bahan Hokum Sekunder, vyaitu bahan yang memberikan
penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari
a. Buku literatur pendukung.
b. Bahan-bahan vang diperoleh dari berbagai media massa,
Bahan yang diperoleh dari internet.
d. Artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan badan

hukam yayasan dan konsep perbuatan melawan hukum

I rohnny torabim, Teori don Metode Penslitian Hukum Normatf, Malang: Bayumedia Publishing,
2065, hal. 252.; Uhat juga Petey Mahnmd Marzukd, Peneclition Maknm, Jakarts, Kencana Prenada
Media Group, Cetakan Ketiga, 2003, hal. 137

2 thid
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1.6

3. Bahan Hukunt Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjeiasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
yang digunakan peneliti, yaitu
a. Kamus Bahasa Indonesia
b. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
¢. Kamus Hukum

1.5.4 Metode Penulusuran Bahan
Adapun penulusuran bahan-bahan hukum yang digunsakan
dalam penelittan inl adalah berdasarkan studi dan analisis dokumen
dan kajian pustaka yaitu menelusur] yang terkait dengan kensep.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapat

dari :

&. Bahan Hukum Primer diperoich dari perpustakaan dan internst ;

b. Bahan Hukum Sckunder diperoloh dari perpustakean, internet,
dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan
dalam penelitizn ini.

¢. Bahan Hukum Tersier diperoleh dari bahan kepustakaan.

1.5.5 Analisis Data
Setelah dilakukan pengolahan data, maka selanjutnya analisis
data. Dalam analisis ini dibahas tentang konsepsi twjvan badan
hukum yayasan dan konsep perbuatan melawan hukum, sena
menganalisa ada atau tidekaya perbuatan melawan hukum oleh YPPL

dalam kasus pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki ¢itra BI

Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ind, penulis membagi pokek
penulisan dalam 5 (lima) bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara
garis besar adalzh sebagai berikut
Bab 1, Sebagai bab pendahuluan, dijelaskan secara garis  besar
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Bab 11, dalam bab ini dibahas mengenai kerangka teori dari konsep tyjuan
badan hukum vayasan
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Bab III, dibahas mengenai konsep perbuatan melawan hukum dengan
dikaitkan pada tindakan badan hukum

Bab IV, dibahas mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum
yayasan yang dilakukan oleh YPPL

Bab V, adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan dari seluruh

pembahasan mengenai permasalahan tersebut.
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Bab I
Yayasan Sebagai Badan Hukum

2.1 Pengertian Badan Hukum

Pengertian badan hukum dapat kita definisikan dar pendapat-pendapat
para ahli tenlang istilah badan hukum. Badan hukum merupakan terjemahan
dari istilah Belanda yaitu rechispersoon, atau dalam bahasa Inggris adalah
legal persens. Dalam KUHPerdata, bab TX, buku M1 dikatakan sebagai
redelijke tichmen atau badan-badan hukum susila,

Pasal 1653 KUHPerdata menvatakan "selain perseroan yang sejati oleh
undang-undang - diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai
perkumpulan-periumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atay
diakui sebagal demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-
perkumpulan itu diterima sebagal diperbolehkan, ata telch didirikan uniuk
suaty moksud tertentu yang lidak bertemtangan dengan undang-undang aiau
kesusitaon”

Dapat disimpulan terdapat 3 macam perkumpulan, yaitu:

¢. Perkumpulan yang diadakan oleh kekvasaan umum

d. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum

¢, Perkumpulan vang diperkenankan atau univk suatw maksud
tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau
kesusilaan,

Pasal 1654,1655, 1636, 1661, 1665, 1653 dan 1663 KUHPerdaw
menyebut adanya perkumpujan yang berkuasa melakukan tindakan-tindakan
perdata seperti halnya manusia biasa; adanya organ yang berkuasa untuk
bertindak atas nama perkumpulan; mengtkat perkumpulan kepada orang-orang
pihak ketiga dan sebaliknya; adanya batas-batas wewenang organ; adanya
harta kekayaan sendirl; tidak terikatnya para anggota secara pribadi untuk

perikatan-perikatan perkumpulan dan adanya tujuan terteriu®’.

* R, Ali Rido, ap.cit, hal 35-36
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Beberapa pendapat parz ahli tentang definisi badan hukum dihimpun
oleh Chidir AN, yaitu:

Pendapat R. Subsktl menyatakan pada pokoknys badan hukuem adalsh
suatu badan atau perkumpulan yang dapal memiliki hak-hak dan melakokan
perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat
digugat dan menggugat di depan hakim.

R. Rochmat Soemitro menyatakan badan hukum (rechtspersoon) ialah
suaty badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang
pribadi.?

8ri Soedewi Machsun Sofwan menyatakan selain dari manusia tunggal,
dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada
wuiud Iain — disebut badan hukum vaitu kumpulan dani orang-orang bersama-
sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan barta kekayaan,
vang ditersendirikan untok tujuan tertentu — {yayasan). Kedua-duanya
merupakan badan hukum.

H. TH. Ch. Kal dan V.F.M. Den Hartog menyatakan bahwa selain dari
manusia, menurut hukum jugs terdapat subjek hukam yang lain, yang tidak
bergifat wajar atau mahluk, melainkan merupakan suatu organisasi. Organisasi
vang memperoleh sifat subjek hukwm ite adalah badan hukum (porusa
hukum}. Badan hukurs atau puross hukum dapat bertindak dalam hubuagan
hukum  sehingga wajar ia mempunyai hak milik, boleh beruading, boleh
mengikat perjanjian, boleh bertindak dalam persengketaan hukum dan
sebagainya dan memikul tanggung jawab dalam arii hukum tentang segala
perbuatannya.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusile, pribadi hukuem (badan
hukum) yaitu suata badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dad
anggota-anggotanya, dianggap scbagai subjek hukum ~ mempunyai
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, mempunyai tanggung jawab

dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban — seperti yang dimiiiki

* Chidir All, Badan Hakam, Bandung, Alumni, Cetakan Ketiga, 2005, hal 18-21

* Libat jugs, Salim HS. Hulin Kowirek, Teori dan Telnik Perpusunan Konfrak, Jekarta, Sinar
Grafika, Cetgkon Kedua, 2084, hal. 84
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seseorang. Pribadi hukum inl memiliki kekayaan tersendirl, mempunyai
pengurus atau pengelola dan dapal bentindak sendirt sebagai pihak dalam
suatu pejaniian.

Sudiman Kartohadiprojo menyatakan, tiap manusia jadi merupakan
orang. Manusia I merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan
bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang
asif {naturlijkr persoon) sebapal lawan subjek hukum lainnya, ialah badan
hukum {rechispersoon).

Sedangkan Wirjono Prodiodikoro menyatakan badan hukum yaitu badan
yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam
hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan
hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Menurat Samidjo, badan hukum ialsh badan yang mempunyai
wewenang untuk bertindak sendiri, seperti orang biasa, misalnya mengadakan
perikatan jual beli, mengadakan guegatan pada pengadilan dan sebagainya,
tetapi diwakili oleh anggotanya. Pada prinsipnya badan hukum ite sama
dengan manusia pribadi, karena itu dapat:*®

a. mempunyai hutang dan kekayaan
b. mengadakan perianiian

¢. meminta pertlongan hakim

d. dituntut di muka pengadilan

Menurut Kansil, badan hukum sebagai pembawe hak yang tak berjiwa
dapat melakukan sebagal pembawa hak manusia, misalnya dapat melakvkan
perselujuan-persetujuan, memiliki kekaysan yang sama sekall terlepas dari
kekayman anggola-anggoianys. Hedanva dengan manusia, bahwa badan
hukomy tidak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara
(kecuali denda). Badan hukum bertindak melalui pengurs-pengurusnya.®’

S Samidio, Pengantar Hikum Indonesie, Bendung, Armico, 19853, hal %0

? CST. Kansil, Pongantar Hmu Hidnm don Totg Hwkum Indongsio, Iakana, Balai Pesiaka, 1989,
hal 18
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Dari pendapat para ahli, R. Ali Rido menyimpulkan badan hukom harus
memenuhil syarat-syarat (zmsur-unsar}zs:

e, Adanya harta kekayaan yang terpisah

f. Mempunyal tujuan sendiri

g. Mempunyal kepentingan senditi

h. Adanya organisasi yang teratur

Sedangkan Chidir Ali menyimpulkan tentang pengeriian badan hukum
sebagai subjek hukum itu mencakup hal-hal: w
Perkumpulan orang {organisasi)
Dapat melakukan perbuatan hukum {rechtshandeling) dalam
hubungan-hubungan hukum (rechisbetrekking)

&

Mempunyai herta kekayaan sendin

o

Mempunyai pengurus

&

Mempunyai hak dan kewajiban

hy

Dapat digugat dan menggugat di pengadilan

2.2 Teori-Teori Badan Hukum
Untuk mengetahui apakah suatu organisasi merupakan badan hukum
glau bukan terdapat beberapa icorl yang mendasarinya. Chatamarasjid™’

mencatal setidaknya & {enam) buah teor! tenteng badan hukum.

2.2.1 Teori Fiksi
Teori ini diperlopori oleh sarjana Jerman, Friedrich Carl von
Savigny (1779-1861), tokoh utama aliran/mazhab sejara pada permulaan
ahad ke-19, teori ini dianut di beberapa negara, antara iain di negerd

* %, AN Rido, op. ¢ir, hal4s
* Cidir AL op. o, hal 21

" Chatamarrasiic, Tujnan Sosial Yayasan dun Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung 2000, hal 29-33. {weori-teori badan bukwm ini dimuat dalamr Aclerad Iohsan,
Dunia Usaha, bal, 62-70, Chidir AH, Badan Hukwm, hat 35-39, dan All Rids, Badan Hukum dan
Kedudihan Badan Hwkum Perseroan, Perkmpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, hal. 9-12, Salim
HS. Hukum Kontrak, Teori. don Teknik Penyusunan Kondrak, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan
Kedua, 2004, hal, 73-74)
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Belanda dianut oleh Opzomer, Diephuis, Land dan Houwwing seria
Lengemeyer.

Yon Savogny berpendapat, badan hukum ity semata-maia buatan
negara saja. Sebetulnyz mesnunit alam hanys manusia sajalabh sebagai
subjek hukum. Badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu
vang secsungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam
bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum
diperhitungkan sama dengan manusia.

Badan hukum sermata mata hanva hanyalah bustan pemerintah atau
negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatn fiksi yakni sesvata
yang scbenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam
bayangannya untuk mencrapgkan suatu hal. Dengan kata lain,
sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi
orang menciptakan dalam bayangannya, baden hukum selaku subjek
hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

Menurut teort inl , orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum
vang lain, tetapi wujud yang Gidak nil jmu tidak dapat melakukan
perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan adalah manusi sebagai
wakil-wakliinya.

2.2.2 Teori Organ atau Teori Peralatan

Sebagal reaksi dari teori fiksi lahirlah teori organ. Teori ini
dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto Van Gierke (1841-1921),
pengikut aliran sgjarah dan di negen belanda dianut oleh L.G. Polano.
Ajarannya disebut Jeer der voliedige recliteit atau ajaran realiias
sempurna,

Ouo Van Gierke mengatakan badan hukum itu adalah suatu realitas
sesungguhnya sama seperti sifat Kepribadian alam manusia ada di dalam
pergaulan hukum. Disint tidek hanya suatu pribadi yang susungggubnya,
tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak sendinl atau kemavan
sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya {(peogurus,
angota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau

kemauzan dari badan hukum.
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Pengurus dianggap scbagal alat dari organ, schingga tindakan
pengurus dianggap sebagar tindakan badan hukum tersebut, yang tentu
saja tindakan tersebut harus sesuai dengan ruang Hngkup pekegisan
badan hukum, dan harus sesuai dengan anggaran dasarnya.

Badan hukum bukaniah suatu kekayaan (hak) vang tak bersubjek,
tetapi badan hukum itu suaty organisme yang rill, yang hidup dan
bekeria seperti manusiz bissa. Tujuan badan hukum  menjadi
kolektivitas, terlepas dari individu., Berfungsinys badan hukum
dipersamakan dengan fungsinya manusia,

Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat
disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah
badan hukum.

Teori ini dapat menjelaskan mengenai pertanggungjawaban badan
hukum, apzkah secara langsung atau tidak langsung dalam hubungan
dengan Pasal 13867 KUHPerdata dan Pasal 1365 KUHPerdata.

2.2.3 Teori Pemitikan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudof Van Jhering (1818.1892)
sariana Jerman pengtkut aliran sejarah tetapi kemudian kelvar. Perpbela
teori ini adalah Adacel Planio! {(Perancis) dan Aolengraaff {Belanda),
kemudian diikuti pula oleh Star Busmann, Krenenburg, Faul Scholien
dan Apeldoorn,

Teort ini menyatakan badan hukum sebagal kumpulan manusia
Kepentingan badan hukum adalah kepentingan selurch anggotanya.

Menurut feori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada
hakikatnya adalah hak dan kewaliban anggota bersama-sama. DI
samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan ity merupakan harta
kekayaan bersama. Masing-masing anggota tidak hanya dapat memiliki
bagian yang tidak dapat dibagi, tetapt juga sebagai pemilik bersama dari
keseluruhan. Jadi secara pribadi tidak memiliki tetapi secara bersama
semuanya menjadi pemilik.

Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan
membentuk swatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu badan
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hukurs hanyalah suatu konstrukst yuridis belaka, Pada hakikatnya badan
hukum itu sesuatu vang abstrak,

Teori ini disebu jugs propriete collective theori (Planiol),
perementijke vermiogenstheori {Mollerngraaff}, gezameniifke
eigendomstheori, teori kepunyaan kolektif (Utrecht), coflectivitelistheori
dan bestemnringstheor(.

2.2.4 Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari collectiviteitstheori. Teori kekayvaan
bertujuan ini dikermukakan oleh sagjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh
Van der Heifden.

Teori yang dikemukana oleh Brinz ini menyatakan hanya
manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak
dapat dibantah adanya hak-hak atas suatn kekayaan, sedangkan tiada
manusianya pus yang menjadi pendukung hak-hak its, Apa vang
‘dinamakan hak-hak dari svate badan hukorn, sebenarnya adalab hak-hak
yang tidak ada yang memilikinya dan sebagal penggantinya adalah suatu
harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayvaan kepunyaan
tujuan.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak
terdiri dari hak-hak sebagzimana lszimnya (ada yang mendukung hak-
hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari
yang memegsngnya (onpersoolifi/subiecticos). Disini yang penting
bukan siapakah badan hukum itu, tetap: kekayaan tersebut diurus dengan
tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini, tidak peduli manuvsia atau
bukan, pokoknya adalab tujuan dari kekayaan tersebut.

Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum, sebenamya
hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah
kekavaan yang terikat oleh suaty tujvan.

2.2.5 Teori Kekayaan Iabatan (dmbrelifk Fermogen)

Teori ini menitikberatkan pada permexdalan dari badan bukum vang

dianggap sebagai harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para

anggetanya. Disinl disebut sebagai ambrelifk vermogen, yaitu harta
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kekayaant yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Dalam teori ini
teriihat adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam
jabatannya, suatu hak yang melekat pada suvatu kualitas.

Penganut ajaran inl menyatakan, tidak mungkin mempunyai hak
jika udak dapat melskukan hak 8o, Dengan perkatsan lain, tanpa
kehendak tidak ada kedudukan sebagai subjek hukuwm., Untuk badan
hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum
semua hak diliputi oleh para pengurus. Dalam kualitasnya sebagai
pengurus mereka adalah berhak, maka disebut Ambrelifk Vermogen.

Ronsekuensi ajaran ini adalah bahws orang yang belum dewasa
{minderjorigey dimana wali {vpegd) melakukan segala perbuatan,
eigendom ada pada curatele eigenaarnya adalah curator,

2.2.6 Teori Kenyataan Yuridis

Dari  teori organ timbuliah suatnh teord yang merupakan
penghaiusan (verfifning) dari weori organ tersebut ialah feori kenyatasan
vuridis (uridische realiteitsicer). Teon ini dikemukakan oleh sarjana
Relands, E.M, Meijers dan dianut oleh Paul Scholten.

Menurut Meijers, badan hukum itu merupaka suatu realitas, bt

konkril, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu
kensataan yaridis.

Teori ini tidek secara bericle-tele mencari dasar-dasar untuk
membenarkan pemberian rechispersonalijkheid kepada badan hukum,
tetapi melihat badan hukum itu sebagai suatu fakta, suatu kenyatan yang
dicetuskan oleh hukum dan dengan demikian teori ini lebih banyak
mendasarkan kepada dasar hukum dari hukum positif yang berlaku.

Teori vang dianut oleh Paul Scholten ini berasal dari teori organ
yang sudah diperhalus, artinya tidak begitu mutlak lagi {teori organ
sifatnya mutlak) dan tidek mutiak arfinva sekedar diperlukan untuk
hukum, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi mana tangannya, mana

otaknya, dan sebagainya.
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2.3 Perbuatan dari Badan Hukum

Menurut Soediman Xariohadiproje, badan hukum tidak dapat melakukan
perbuatan-perbuatan hukom sendird, ia harus bertindak melalui perantaraan
grang-orang biasa (naturlijke persoanen), tetapt orang yang bertindak itu tidak
bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas
pertanggungan gugat badan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang memuat syarat-syarat konstitutief dari badan
hukum dapat berupa angaran dasar dan atau undang-undang serta peraturan-
peraturan lainnys menunjukan orang-orang yang dapat bertindak untuk dan
atas pertanggungjawaban badan hukum {aiat kelengkapan organ misal
pengurus, dircksi dan sebagainya). Hukum jelas memperhitungkan tindakan
dari pengurus kepada badan hukum tersebut. Pengurus dapat mengikatkan diri
pada pihak keziga.u Hal ini scsual dengan pasal 1655 KUH Perdata yang
menyatakan "para pengerus suatu perkumpnlon adalah sekedar tentang itu
fidak telah  diatur secara lain dalam  swrai pendiriannva,  perjonfion-
perjanjionnya dan reglemen-reglemerny, bevkuasa untuk bertindak atas
nama  perkumpulon, mengikat perkumpulan  kepada pihak ketiga dan
sebaliknyva, begitn pula bertindak di muka hakim, balk sebagai penggugar

MU zéz'gz:ga!'d ;
Asas umum tindekan olch badan hukum adalah tindakan-tindakan
hukum yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas wewenangnya, badan
hukum Lanya terikat dan dapat dipertanggungjawabkan, jika:™
i. Kemudian ternyata dan findakan itu menguntungkan badan hokum;
dan
2. Buatu organ vang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui
tindakan itu. Persetujuan darl organ vang berkedudukan vang lebih

 goediman Kattohadiprodio, Pengantar Tata Hekwm i Indonesia FT Pambangunan, lakana,
1956, hal. 39

= Al Rido, op. ¢it hal. 15

* R. Subekti dan R, Tiitrosudibio, Kitab Undang-undang Huvkum Perdata, Bdist Revisi, PT
Pradnye Faramila, 1996, hal 434

R Al Rido, ep. cit, hal. 19
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tingpi itu harus masth dalam batas-batas kompetisinya (1656
KUHPerdata). Dengan  disyshkannva perbuatan  di  luar
wewenangnya oleh organ yang berkedudukan lebih tinggl, perbuatan
yvang batal itu menjadi berlake, Bahkan pengesahan itu mempunyal
kekuatan bertaku surut sampai pada saat perbuatan yang di luay
wewenangnya itu ditakukan.

Soenarwati Soekarwati dalam disertasinya, yang dikutip oleh Ali Rido,
dalam  perbuatan-perbuatan  hukum  lainnya yang dilakvkan  diluar
wewenangnya, badan hukum sama sekall tidak terikal dan tidak dapat
' Pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh

pengurus secara pribadi jika pihak ketiga menderita kerugian karenanya.

dipﬁsianggmg;awa&kan-z‘

Bahkan, juga pengurus tetap bertanggung jawab dengan tidak mempedulikan
apakah pihak ketiga dengan jalan pernberitahuan tentang anggaran dasarnya
telah dapat mengetahui, bahwa pengurus bertindak di luar wewenangnya*®

2.4 Yayasan Sebagai Badan Hukum

Sebelum lshimyas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Testang
Yayasan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor J& Tahun 2001 Tentang Yayssan (UU
Yayasan). landasan hukum adanva badan hukum yayasan masih belum felas,
karepa belum ada aturan vang tertulis. Yayasan dianggap sebapai badan
hulum sesuai dengan dokirin putusan-putusan pengadilen. Scholten, seperti
vang dikutip oleh AL Rido, mengemukakan bahwa yvayasan adalah badan
hukum yang mempunya unsur-unsur sebagat berikut®’;

a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu

perbuatan pemisahan
b. Mempunyail tujuan sendiri (lertentu)

¢. Mempunvai alat perlengkapan

3 1bid
* 1hid

* Gator Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarts, 2008, hal. 2
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Dalamy  putosannya  tanggal 27 Jant 1973, No. 124K/Sip/1973.
Mahkamah Agung mempertimbangkan kedudukan yayasan sebagai badan
hukum. Futusan tergebut berisikan:

I. Yayasen Dana Pensiun HMB. didirikan 4i Jakarta dengan nama
"Stichting Pensiunfounds H.M.B. Indonesie" dan bertajuan uniuk
menjamin keuangan para anggotanya.

2. Para anggotanya adalah pegawal NV.HM.B

3. Yayasan terscbut mempunyal pengurus sendiri ferlepas dari
NVY.HMB dimana ketua dan bendahara dipilih oleh Direksi
NV HM.B

4. Pengurus yayasan tersebut mewskill yayasan di dalam dan lvar
pengadilan

5. Yayasan tersebut memiliki harta sendiri, antara lain harta benda
hibah dari NV.H.M.E {akte hibah)

&. Dengan demikian yayasan tersebat merupakan suaty badan hukum

Menurut pasal 1 angka 1 UU Yayasan disebutkan ®yayasan adalah badan
hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapat tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kernanusisan, yang
ridak mempunyai anggota’®

Menurut Gatot Supramono, apa yang dicita-citakan oleh Scholten bahwa
vayasan ila merupakan badan hukum, lemyata didengar oleh pembentuk
undang-undang di negara kita. Undang-Undang Nomor 16 Tahus 200! jo
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur secdra tegas yayassn
sebagai badan hukum.*

Pengertian Pasal | angka 1| UU Yayasan tersebut jelas-jelas mengatakan
bahwa yayasan adalah badan hukum. Kata badan hukum sepertinya sangat

ditonjolkan dalam pengertian i atas oleh pembentuk undnag-undang,

*¥ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Uadang-Undang Nomeor 28 Tahun
2004 Tentang Perubshan Undang-Undang Nemor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

¥ Gael Supramens, op. eit. hal 18
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kemungkinan dilatarbelakang) sejarah selama ini yang statusnya belum jelas,
karena belum adanva hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.*

Dalam pasal 1 angka | UU Yayasan juga disebutkan bashwa yayasan
adalah badan hukum vang terdiri aias kekayaan yang dipisabkan. Kemudian
Pasal 26 avat {1) mengatakan bahwa kekayaan yayasap berasal dari sejumlah
kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk wang dan barang. Sejalan dengan it
Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, bahwa pendiri yayasan memisahkan sebagian
harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan.

Pemisahan harla tersebut bertujuan untuk mencegah jangan sampal
kekayvaan awal yayasan masih merupskan bagian dari harta pribadi atau harta
bersama bersama pendiri, Jika tidak demikian, nantinya harta tersebut masih
tetap sebagi kekayaan milik pendiri yayasan Sedangkan yayasan selaku badan
hukum tidak mempunyai modal/kekayaan awal sama sekali, Padabal untuk
nielakukan kegiatannya ketika yayasan baru berdiri harus didukung dengan
dana dari yayasan.¥!

Yavasan sebagai badan hukum harus memiliki alat-alat kelengkapan
agar dapat dibebani hak dan kewsjiban. Alat-alat kelengkapan ini berfungsi
untuk  mengurusi  aktivitas  dirinya seperti halnya maenusia.  Alat-alat
kelenpkapan yayasan menurut ULl Yayasan adalah Pembioa, Pengurus dan
Pengawas. Hal ini hampir sama dengan alat-alat kelengkapan yang dimiliki
oleh perseroan terbatas, dimana perseroan terbatas memiliki Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Pembina adalah organ vyang mempunya: kewenangan yang tidak
diserahkan kepada pengurus atau pengawas berdasarkan undang-undang ini
atau anggaran dasar. Pembina merupekan organ tertinggi di dalam yayasan,
dibandingkan dengan pengurus maupun pengawas.

Kedudukan pembing sebagai organ tertinggi dapat dilihat dalam Pasal 28
ayat (1) UU Yayasan, bahwa pembina mempunyai kewenangan yang tidak
diberikan kepada pengurus dan pengawas oleh UU Yayasan atau anggaran

dasag, Kewenangan pembina adalah:

 ihid
H thid | hat 3738
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W)
A

keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota
pengawas
¢. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggeran dasar
yayasan
d. pengesahan program kerja dan rancangan angparan tahunan yayasan
e. penetapan keputusan mengensi penggabungan afau pembubaran
yayasan
Kelima kewenangan tersebut di alag dilakukan dengen cara melalui rapat
anggota pembina, karena pembina merupakan lembaga yang tidak mungkin
setiap angotanya dapat melakukan sendiri-sendiri +2
Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan
vayasan. Dikatakan juga sebagai gksekutif dari yayasan, karena menjalankan
segala aktifitasnya wntuk mencapal wjuen dan maksud yayasan. Yang
diangkat urtuk menjadi pengurus adalah orang perseorangan vang mampy
melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai
pembina maupun pengawas. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak
sesual dengan kelentuan angpgaran dasar, yang mengakibatkan kerugian
vayasar atau pihak ketiga.
Pengurus tidak meniliki kewenangan uniuk -
a. mengikat yayasan sebagai penjamin hutang
b. mengalihkan kekayaan vayasan kecuali dengan persetujuan pembina
c. membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain,
Selain itu, anggaran dasar dapal membatasi kewenangan pengurus dalam
melakukan perbuatan hukom untuk dan atas nama yayasan.
Pasat 35 Ul Yayasan menyebutkan:
(1) pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan
yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak

miewakili yavasan baik di dalam maunpun di luar pengadilan

2 1bid hal 80
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{23 setiap pengurus menjalankan tugas dengan ikiikas baik, dan penuh
langgung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan

(3) dslam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2},
pengurus  dapat mengangkat dan  memberhentikan pelaksana
kegiatan yayasan.

{4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam anggaran
dasar yayasan

{5} Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian
atau pihak ketiga.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan pengurus yayasan bertanggung
jawab penuh terhadap kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan
yayasan serta berhak mewakill yayasan baik di dalam maupun di lvar
pengadifan, Disini menunjukan babwa pengurus berwenang  mewakili
kepengurusan scdang organ lainnya seperti pembina dan pengawas hanya
untuk masalah ke dalam atau niernal.

Semua perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama  yayasan,
merupakan perbuatan vayasan, Kettka sedang mengurus sengketa di
pengadilan, untuk cengetahul bahwa yang mewakili yayasan itu adalah
pengurusnya, bissanya hakim memerintahkan agar yang bersangkutan
menunjukan surat pengangkatan menjadi pengurus yayasan.

Pengawas adalaly organ yayasan yang berlugas melakukan pengawasen
serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
Pengawas tidak boleh merangkap sehagai pembina atau pehgurus.

Pasal 42 UU Yayason mengatakan:

“Pengawas wajith dengan ilktikad baik dan penuh langgung jowvab

menjelankon tugas untuk kepentingan yavasan”

= thid had 95
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Pengawas wajlh melakukan pengawasan dengann ikiikad baik dap
penuh tanggunp jawab. Kewaiiban ini sama dengan kewajiban yang
dibebankan kepada pengurus dalam melaksanakan kepengurusan yayasan.
Pengan  ikiikad balk das penuh tanggung jawab maske akan dapat
memperlancar tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Apabila pengurus di dalam menjzalankan tugasnya melakukan sebuah
kegalahan, apalagt sampal merugikan yavasan atau pihak ketigs, maka
tanggung jawab atas kesalahan tersebut tidak serta merta kesalahan pengurus
saja melainkan kesalahan pengawas. Apabila pengawas bekerja dengan baik
tentu tidak akan terjadi hal yang demikian.

Jadi pengawas berperan besar dalam kesalahan, dan hal ini sepatuinya
mempunyal akibat yang sama dengan pengurus, yaifé pengawas juga

bertanggung jawab secara pribadi atas kesalaban tersebut.
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Bab 11}
Perbuzatan Melawan Hukum

Dikaitkan Pada Tindakan Badan Hukam

3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian dard perbuatan melawan hukum tidak dapat merujuk Pasal
1363 KlJHPerdata, metainkan dapat kita rujuk dari pendapat-pendapat atau
konsepsi dari para ahli. Menurut Moepni, Pasal 1365 KUHPerdats tidak
memberikan perumusan melainkan banya mengatur bilakah sescorang yang
mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum, yang dilakukan orang
lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada
;aerzgadilan.“

Pasal 1365 KUHPerdata yang diterjemabkan oleh Subekti berbunvi
“Tigp perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang
yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian its,
menggant! kerugian tersebut™.

Menurut Wiryone Prodiodikoro, parbuatan melanggar hokum adalah
perdmatan lu mengakibarkan kegoncangan dalan neraca keseimbangan dari
masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturos-
perataran hukion di dalas musyrakef difanggar (lungsungl. melainkan juga,
apchila peraturan-peraturon kesissilagn, keagamaarn dan sopon samun dalam
masyyrakot dilenggar ﬂmigﬂmg}f;é

Menurat Moegni Dioiedirdjo, perbuatan melawan hukum dapat diartikan
sebagai suau perbuatan @ou kealpaas berbual, yang melanggar hak orang
iain ateu bertemangon dengan kewafiban hukum st pelaku araw melanggar
kesusilaan ataupus bertertangan dengan kepatuion yang harus diindahkon

dalam pergeulan masyarakar tentang orgug lain alaw barang. 7

¥ M.A. Moegni Djojodirdio, op. cit, hal 17
* Subekti dan Tiitrosudibio, op. ¢#, hal 346
* Witjono Pradjodikoro, sp.cit, hal, 13

* M.A. Mosgni Diojoditdio, op. cit, hal 30
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Perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat diartikan dengan perbusaian
melawan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hulum, fetapi
tetapl juga bertentangan dengan kesusilaan dan sifat kehati-hatian., Hal ini
diungkapkan oleh Mariam Darus Badrulzaman seperti yang dikutip Rosa,
Uperbuaten sebagal suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangon
dengan undang-undang suja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang
melanggar hak orang lain ater hertentangan dengon kewaitban hukum,
bertentangan dengan kesusilaas maupun sifat berhati-hati sebagaimona
patutnya datam lalu lintas masyarakar™®

Sedangkan Rosa Agustina mengungkapkan pengertian  perbuatan
melawan hukum adalah perbuatan vang melanggor hak (subjektif} orong lain
alau perbuaton {otaw tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban
menurnt undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum
tidak teriulis yang seharusnya difalanxen oleh seorang datam perganlannva
dengan sesuma warga masyaraket dengan mengingat admve elasan
pembenar menurat bukum.”

Terminologi perbuatan melawan hukum merupakan terjemahan dari kata
onrechimatigedaud yang berasal dari Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380
KUHPerdata. Beberapa ahli hukum menyebut dengan istilah "perbuatan
melanggar hukum”™ dan vang lainnya menvebut dengan istilah "perbuatan
melawan hokum”. Wirjone Projodikoro serta Subekt dan  Tjirosudibic
menggunakan istilah perbugtan melanggar hukum. Moegni Djojodirdio,
Mariam Darus Badrulzaman, Setiawan, serta Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
dan 1.8. Adiwimarta menggunakan istilah perbuatan melawan hukum, Istilah
perbuatan melanggar hukum  ditujukan kepada hukum yang pade umumnya
berlaku di Indonesia dan yang sebagian besar merupakan hukum adat. Sedang
istilah perbuatan melawan hukum mencakup substansi vang lebih luas vaitu

perbuatan yang didasarkan pada kesengajsan atau kelalaian, karena kata

** Rosa Agusting, op.cit. hal, 21

“ 1bid hal 8
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"melawan” mengandung sifat aktf dan pasif atau juga sifal positif dan
80

negati
3.2 Unsopr-unsur Perbuatan Melawan Hukum
Sesuai dengan adanya ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, suatu
perbuatan melawan hukum herusleh mengandung  unsur-unsur sebagai
berikut.”!
. Adanya suatu perbuatan. Perbuatan disint adalah baik berbuat {aktif)
maupun tidak berbuat {pasif)
2. Perbuatan tersebut harus melawan hulam
3. Ada kerugian
4, Adahubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan
kerugian
5. Adanya Kesalahan (schuld)
Dari sist hukum formal, perbualan melawan hukum memirut pasal 13465
KUHPerdata menurut Yahya Harahap, lahir akibat perbuatan orang:sz
1. vang merupskan perbuatan  melanggar hukum  atau  onrechitmatig
(unlenviuly:
- bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factan delictum, atau
- dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (I of forD),
- atau dalam perbuatan iersebul sekaligus bertindih delik pidana dan
kesalahan perdata,
2. dalam perbustan bertindib secara berbarengan maka pelakimya sekaligus
dapat dituntut;
« hukuman pidana, atas pertangungiawaban pidana {erime liabilit)

- pertanggungiawaban perdata {civil liability}

% thid hat 6.7

¥ thid, hal 36; fnat juga, Munir Fuady, Perbnatan Melawan Hukum, Pendokaton Kontemporer,
Bandung, PT Ciea Aditya Bakul, 2005, hal 10;

2. Yatya Harahap, Hukion deara Perdate, Tentang Gugatm, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktion, dan Putusan Pengadilan, Jakaia, Sinar Girafika, Cetakan Keempat, 2008, hat 454
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3.2.1  Unsur Perbuatan yang Melawan Hokum

Yurisprudensi di negeri Belanda sebelum tahun 1919 menganut
pendirian  babwa melanggar bukum adalah bertentangan dengan
undang-undang, Menurut Puiusan Hoge Roaad tanggal 70 Februarn
1852, adalah perbuatan yang berentengan dengen undang-undang atau
peraturan perundang-undangan. Tanggal 6 April 1883 Hoge Ragd juga
mengeluarkan putusan bahwa perbuatan melgwan hukum  adalah
pelangparan terhadap hak subjektif orang lain,

Masih menurut Setiawan, selain ite Hoge Raad sebelum tahun
1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dengan sempit dapat
diketahui dari putusan Hege Road tanggal 10 Juni 1910 pada kasus
None dari Zutphen. Pada suatu malam bulan Januari 1909 saluran air
di gudang milik Nijhof, pecah. Di tempat tersebut disimnpan aejumlah
kolit. Kran induk terdapat di ruang atas yang disewa dan ditempati
Nona de Yries. Nona ita menclak untuk menutup kran induk tersebut,
meskipun Nijhof berulangkali memintanya. Sebagian dari gudang
tersebut tergendang air dan kulit yang disimpan disana akhirnya rusak.

Asuransi menutup kerugian itu, akan tetapi perusahaan asuransi
tadi menggugat Nona Vries untuk mengganti seturub kerugian vang
telab dibavarkannya atas dasar ketenivan pasel 1401 BW jo Pasal 284
WK {Pasal 1365 KUHPerdota dan Pasal 284 W v K Indonesia). Nona
Yries menolak pendirien bahwa la twelah melakukan perbuatan
melawan hukum.

Pengadilan Negeri mepgabulkan gugatan tu  atas  dasar
pendirian bahwa “tidak pselakukan sesvaty sehinggz oleh karenanya
melalaikan kepentinggn orang lain atau barang milik orang laig”
termasuk juga dalam pengertian perbuatan melanggar hukum,

Oteh Hoge Raad putusan ini dibatalkan. Menurot Hoge Road
sikap pasif Nona Vries tidak merupakan pelasggaran terhadap hak
subjektif Nijhof. Demikian juga fidak merupakan pelanggaran terhadap

3 Setiawan, Aneka Masaick Hukum don Hukien Acara Perdorp, Bandang, Alumni, cetakan kedua,
2008, hal 247248
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kewajiban menurul undang-undang yang ada pada Nena Vries,
Reharusan untuk memberikan pertolongan hanyalah diwajibkan dalam
hai-hal yang ditentukan menurut undang-undang, seperti halnya dalam
pasal 450 Sw (Pasal 531 KUHP™).

Dalam kasus seperti tersebut dalam contoh di atas kewaiiban
menunt undang-undang itu tidak ada. Oleh karenanya maks kelalatan
Nonaz Vries untuk memberikan pertolongan tidak merupakan perbustan
melanggar hukum dajam artian pasal 1402 BW,

Jadi, scbelum tahun 1919 pengadilan menafsirkan "melawan
hukum" sebagai hanys pelanggaran dari pasal-pasal hukom tertulis
semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku),” tetapi
sejak tahun 1919 perbuatan melawan hukum telah diartikan secara
luas, yakni dengan adanya putusan Hoge Raad dalam perkara
Leindenbaum melawan Cohen. Hoge Raad berpendapat perbuatan
melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat
vang bertentangan dengan atau melanggar kriteria:™®
a. Hak Subjekiif orang lain

Yang diakur sebaga: hak subjekiif, menurut yurisprudenst adalah:

1. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya {eigendom.
erfpacht, dan sebagainya)

2. Hak-hak Pribadi/perorangan  seperti  integritas  pribadi
kehormatan dan nama baik.

3. Hak-hak khusus seperti hak-hak penghunian yang dimikiki

SeOrang penyewa,

Menurut Rosa Agustina, suatu pelanggaran hak subjelktif

orang lain  merupakan perbuatean melawan  hukum  apabila

* Pasal 531 KUHP "Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada erang vang sedang menghadapi
maut, tidak memberi perolongan yang depat diberikan padanya tanpa selayakaya mesimbulkan
bahaya bagi divioye atau orang lain, diancam, jika kemudisn oreng ito meninggel, degen
kurunganpaling lama tiga bulan atew dendan paling banyak tiga ratus rupiah” {Moslatoo, Kaab
Undnag-Undang Fhidoan Pidane, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Kesembilanbelss, 1996)

** Munir Fuady, op. cif, hal 3

% Setiawan, ag.cit. hal. 251
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perbuatan itu secara langsung melanggar hak subjektif orang lain,

dan menurut  pandangan dewasa in dilsyaratkan  adanya

pelanggaran terhadap tingkaly lake, berdasarkan hukum tertulis
maupun tidak tertuliy yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaky
dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.*’

Pengadilan Tinggi di Den Haag dalam putusan tertanggal
25 Mei 1973, dalam perkara kegiatan cksplorasi di Waddenzez,
oleh penggugat dianggap menimbulkan gangguan terhadap
lingkungan hidupnya, menyatakan bahwa tudak terdapat
pelanggaran hak subjektif orang lain selama belum mendapat
pengakuan terhadap bak itn, baik dalam undang-undang dasar
maupun dalam undang-undang lain.

Sebaliknya pengadilan pegeri Ji  Amsterdam  dalam
putusannya tanggal 12 Februari 1974, dalam perkara kebisingan di
Pelabuhan Udara Schipol, menyatakan dalam pendiriannya:

- seorang warga masyarakat dalam kehidupan bersama yang
bersifat kompleks seperti halnya dewasa ini, dapat mengajukan
tuntutan univk  menjamin  agar kelentraman  lingkungan
kediaman serta lingkungan kehidupannya terhindar dan
gangguan yang datangnya dari fuar;

- tuntutan itu dapat didasackan pada suatu kaidah hukum tidak
tertulis;

- kebisingan ity dischabkan naik turunoya pesawat udara di
lingkungan kediaman termasuk ganggean seperti  vang
dimaksudkan di atas;

- hak yang dapat diyjadikan dasar untuk menuntut perlindungan
atas lingkungan hidup yang layak termasuk salah satu hak

keperdataan dalam artian pasal 2 RO,

7 Rosa Agosting, op. £i, hal 39
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b. Kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan  sebgal  kewajiban  vang
berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tdak terulis (termasuk
dalam arti ini adslah perbuatan pidana pencurian, penggelapan,
penipuan dan pengmsaim).ss

Dengan demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan
hukum pidana tidak hanya bersifat melawan hukum, akan telapi
dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar
hukum {onrechtmoriy sebagai suatu pengertian perdata).

Setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk
dalam pengertian “kewajiban hukem”. Apasbila sesecrang
menimbulkan kerugien bagi orang lain dengan cara melanggar
suatu ketentuan undang-undang {baik dalam artian formil maupun

materiil), maka ia melakukan perbuatan melanggar hukum, vakni

ia bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
Kriteria ini memandang masalah perbuatan melanggar hukum dari
segi pelaku: yakni apakah ia telah melanggar suate kaidah hukum
ataukah tidak.”
Kagdah kesustizan

Disini diartikan sebagai bertentangan dengan norma-nonma
moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagat
norma hukum. Utrecht menyatakan kesusilaan ialah semua nonma
vang ada dalam masyarakat, yang tidek merupakan hukum,
kebiasaan, atau agama.”

Tidak banyak putusan hakim perihal perbualan melawan
hokum yang mendasarkan pertimbangannys pada pelanggaran

kaidah tata susila. Namun sejak tahun 1927, Hoge Raad telah

* 1bid

* Setiwwan, op.cir, hal 252-253

& thid
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menyatakan suaiu perjanjian yanp melanggar tata susila adalah
perbuatan melanggar hukum.

d. Asas kepatutan, kelelitian, serta sikap hati-hati yang seharusniya
dimiliki seseorang «dalam pergaulan dengan sesama  warga
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, Yang termasuk
dalam katagori bertentangan dengan kepatutan adalah:*

}. Perbuatan yang mervgikan orang lain tanpa kepentingan vang
layak

2. Perbuatan yang tidak bergusa yang menimbulkan bahaya bagt
orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu
diperhatikan

Kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati mewaijibkan setiap orang

— dalam memenuhi kepentinganiya — merperhatikan kepentingan

orang lain. Pemenuvhan kepentingan seseorang  harusish

dilaksanaken sedemilian rupa sehingga tidak berbshaya bagi

kepentingan warga masyarakat vang lain. Dalam melaksanakan

kepentingan tadi, seseorang haruslah memperhatikan norma-norma

kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati; sehingea tindakannya

tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain.

322 Adanya Kerugian
Adanya Xerugian (schade) bagi korban merupakan syarat dan

perbuatan melawan  hokwm seperti vang  terfuang  dalarm 1363

KUHPerdata. Kerugian yang dikarenakan perbuatan melawan hukum
dapat berupa kerugian maten! ataupun kerugian immateril, yang juga
akan dinilai dengan vang. Ini sangat berbeda dengan kerugian yang
diderita karena wanprestasi yang hanya bersifat materil. ®* Mengenai
kerugian yang bersifat immateril dapat dilihat dalam  Arrest Hoge
Raad tanggal 31 Desember 1937 Hoetink Nomor 123.%

 thid
®2 Munir Fuady, op. ot hal 13

* Rosa Agusting, op. ¢if hal 61-62
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Dalam putusan inl dinyatakan bahwa kerugian termasuk pada
peniadaan atau  pengurangan kenikmatsn yang dinmbulkan oleh
perbuatan-perbuatan melawan hukum. Gupatan peagganti kerugian
karena perbuatan melawan hokum, dapat berups:

1. ueng dan dapat dengan uang pemaksa

2. pemulihan pada keadaan semula

3. larangan untuk mengulang! perbuatan ita lagi

4. dapat minta putusann hakim bahwa perbuatannya o adalah

bersifat melawan hukem

323 Adanya Kesalahan {schuld)

Ukuran tentang kesalahan dipergunakan untuk menilai ada atan
tidaknya kesalahan pada dinl pelake. Hal ini uatek meneckankan
pertangpungiawaban pelaku perbuatan melawan hukum atas kerugian
yang ditimbulkannya, apabila perbuatan  tersebut  dipersalahikan
padanya.

Menurut Ross, apabila seseorang pada walau melakukan perbuatan
melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat
suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak Izin, maka dapat
dikataken babiwa pada wmumnpya sesecrang  tersebul  dapat
dipertanggungjawablian,

Menurut Moegni Djojodirdjo, kesalahen mencakup kealpaan dan
kesengajaan, Pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni
kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Dalam arti
luas adalah kealpaan dan dalam arti sempit adalah kesengajann.®*

Moegni Djojodirdjo mengutip Vollmar mempersoalkan apakalh
syarat  kesalahan (schuldvereiste) harus diertikan dalam  arti
subjektifnya (abstrak) atau dalam arti objektifnya (konkrit). Dalam hal
syarat kesalahan harus diartikan dalam anti subjektifnya make

mengenai  scorasg pelaku pada umumnya dapat diteliti apaksh

& pMoegni Diojodirdie, op. cit hal 66
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perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya, apakah keadaan jisvanya
adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti
perbuatannya dan  apakah si pelaku pada umumnya dapat
diper‘tanggungiawabkan.“

Adapun mengenai syarat kesalahan dalam arti objektif maka yang
diperscalkan  adalah apakah si pelake pada umumnya dapat
dipertanggungjawabkan, dapat  dipersalahkan  mengenal  suatu
perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah
timbulnya akibat-akibat dari perbuatan yang konkrit.*®®

Pembuat Undang-undang menerapkan istilah  schuld  dalam
beberapa arti, yaitu:¥’

a. pertanggungan jawab si pelaku atas perbuatan dan atas Kerugian
kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut
b. kealpaan, sebagai lawan kesengajaan

¢.  sifat melawan hukum

Adanya Hubungan Sebab Akibatkausalitas

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan
kerugian yang ditimbulkan merupakan syarat dari swatu perbuatan
melawan hukum. Dalam hukum pidana persoalan kausalitas adalah
khusus mengenai pertanyaan apakah telah dilakukan delik. maka
dalam  hukum perdata persoalan kausalitas 1erutama  mengenal
persoalan apakah terdapat sebab akibatkausal antara perbuatan dan
kerugian,

Untuk hubungan sebab akibat, ada beberapa macam teori®®:

a, Teorn conditio sine quo xnon dari Von Burn. Teorl mi melihat

bahwa tap-tiap masalah yang merupakan syarat wntuk

timbulnya suatu akibat adalsh menjadi sebab dani akibat

* Ihidt
& thid

8 Tbid

% Rosa Agusting, ap. oif, hal 86-67
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MNamun teori ini dianggap terlalu luas, maka tidak dipergunakan
dalam hukum pidana maupun perdata.

b, Teori adequat {adequat veroorzaking) dari Von Kries. Teori ind
mengajarkan bahwa perbustan yang harug disnggap sebagal
sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang
dengan akibat, Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatar
yang seimbang adalah perhitungan yang layak.

¢. Teori Kausaliteit dari Koster. Teori ini mengajarkan sistem
‘dapat dipertanggung jawsbkan secara layal’, yang memilild
RS
1} sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung iawab
2) sifat kerugian
3) tingkat kemungkinan timbulnya Kerugian yang dapat

diduga
4} beban yang seimbang hagi pihak yang dibeban kewajiban
untuk membayar ganti kerugian dengen memperhatikan

kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

3.3 Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan Hukum

Menurut Widdjono Prodiodikoro, badan hukum (rechispersoon) dapat
turut serta dalam pergaulan ¢ masyarakat, dapat menjual. atau membel
barang, dapat sewa zalau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang,
dapat mernjadi majikan dalam persetujuan perburuhan, dan juga dapat
dipertangpungjawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan
orang iain. Kesulitan pada subjek perbuatan melanggar hukum dapat diatasi
dengan cara memandang pengertian dari badan hukum,®

Pada Bab 11 telah dikemukakan beberapa teori tentang pengertian badan
hukum. Diantaranya, teor: fiksi, dan teori peralatanforgan. Menurut teori fiksi,
badan hukum dalam keryalaannya tidak ada, tetapi kita perbuat seolah-olah
e ada. Oleh karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan tak

< wirdiono Prodjedikors, op. ¢, bal, 61
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mungkin berbuat salah. Jadi badan hukum tidak mungkin dapat melakukan
perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, ™

Sebaliknya ajaran organ yang menyamakan badan hukum sebagai suatu
subjek hukum adaiah suatu realitas sebagaimana hainya pada manusia pribadi,
menyatakan bashwa manusiz bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat
lainnya, dengan kata lain dengan organ-organnya, demikian jugs pada badan
hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus. Karena it
badan hukum dapat bertindak melalul organ-organnya vang berupa manusia
yang duduk sebagal pengorus, Dalam melakukan tindakan itu, badan hukum
dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakuken perbuatan melanggar
hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).”'

Perlu dibedakan adalahh antara perbuatan melanggar hukum  yang
dilakukan oleh orang-orang yang dalam hubungan kerja pada badan hukum,
dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ dari badan
hukurm, Untuk perbuatan melanggar hukum dari bawszhannya vang bukan
merupakan organ, badan hukam bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367
KUHPerdata, sedangkan unfuk perbuatan melanggar hukum dari organ, bukan
bawahannya, badan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 13653
KUHPerdata.”

Pasal 1367 KUHPerdata menvatakan:

"seorang tidak saja berfanggung jawab untuk kerugian yang dissbabkan

perbyctannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan

perbuaian orang-orang vang menjadi tanggungannya alaw disebabhkon
oleh barang-barang yang berada di bawah pengyascannys.

Orang twa dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yong

disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka

dart terturdap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali,

Majitkan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain wnk

mewakili urusan-urusan mercka, adalah bertanggung jowab tentang

R Ali Rido, op. i, hal 26
T thid, el 27

2 Ibid hal 28
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kerugian yang diterbitkon oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan
mereka di  dalam  melakukan  pekerjacn  untuk  orang-orang  ini
dipukainva.

Gurw-gurn  sekolah dan kepala-kepala hdang  bertanggung jowab
temtang kerugion yang diterbitkan oleh murid-murid dan hkang-tukang
mereka selama wakty orang-orang int berada di bawah pengawasan
miereka.

Tanggung jawab disebutkan di atus berakhir, jika orang lua-orang fua,
wali-wali, guru-guru sekolah don kepala-kepata tukang ity membuktikan
bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuaton wiuk muana mereka

seharusnya bertanggung jawab ity
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4.1

Bab 1V
Indikasi Perbuatan Melawan Hukum

Yang Dilakukan Oleh YPPI

Badan Hukum Yayasan Berfujuan ovatuk  Kepentingan Sosial dan
Kemanusiaan

Menurut ahli hukum Scholten, yayasan (stichting) adalah suatu badan
hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus
berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk svatu tujuan tertentu, dengan
penunjukan, bagaimanzkah kekavaan itu diurus den digunskan. Yayasan
telah diatur dalam undang-undang yang kbusus yaitu Updang-undang
Nornor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan
Undeng-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Aiss Undang
undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Pasal 1 angka 1 UU Yayasan menyebutkan yayasan adalab badan
hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapal tujuan tertentu di bidang sosigl, keagamaan, dan kemanusiaan.
yang tidak mempunyai anggota,

Disimn kita dapat melihat bahwa yavasan berbeda dengan perusahaan,
firma, atau persekutuan komanditer. Yayasan didirikan bukan untuk mencari
keuntungan, atau kegiatan yang bersifat komersil, Yayasan didirikan untuk
fujuan-fujuan sosial, membantu atan meningkatkan kesejahteraan hidup
arang lain.

Dxari sejumiah yayasan yang ada di nepara kita dapat kita lihat
Kegiatannya aotara lain untuk memberikan santunan kepada anak vatim
platu, memberikan kesejahicraan kepada penderita cacat badan, memberikan
beasiswa kepada anak yang kurang/tidak mamopu, memberikan bantuan
kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan

kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.“

7 Gawot Supramone, op. oit. hal |
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Berbagai definisi atan ketentuan mengenai yayasan selalu menunjukan

bahwa yayasan merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang bertujuan

sosial. Beberapa dari definisi dan ketentuan tersebut:”™

L

Menurot Blacks Law Dictionary, edisi kelima, 1979;

“permuonanet fund established and maintained by contributions for
cheritable, religious or other benevolent purpose. An institution or
association given fo rendering financial aid to colleges, schools and
charities ard generally supported by gifls for such purposes”

Hayati Soeroredio mengatakan:

“adapurn lujuan yayasan tentwnya bersifot sosial dan kemanusican
sertq idil den pasti lidak diperbolehkan bertertangan dengan
peratiran  periundeng-undangan, ketertiban  wmum, dan  aiou
kesuyitaan”

Soenarto Seerodibroto mengatakan:

“salah satw prinsip yang fundamental yang melekat pada suatu
yayasan adalah bahwa tyjuan yayasan harustah idiil dan wsaha-
usahanya nonkomersial”.

Syahrir mengatakan:

v . bubwa eksistensi yavasan sepenubinya adalah korena sifat ol
Lifuan yang sifatnya bukan komersial”.

Rochmat Soemitro mengatakan:

* yavasan mgrupakan suatu badan wsaha yang lazimaya beygerak Jdi
bidang ~sosial dan bukan menjadi  tujuarnya watek  mencard
kewrtungan, melainkan tujuannye ialeh wntuk melokukan uscha yvong

bersifat sozial”,

Chatamarrasiid mengatakan bahwa yayasan adalah organisasi pirlaba,

vang juga diatur dalem "noaprofit corporation act”. Dalam Revised Model

Nonprofit Corporatio Act 1987 yang menggantikan The Ofd Model Act

1964, maka ada 3 (tiga) katagori dari organisasi nirlaba:™

N Chatamarrasiid, op.cit. hal 147-148

 ibid, hal 65
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1. Beroperasi untuk kepeniingan wmum atau tujvan-tujuan sosial {public
berefit corporations)
2. Memberikan manfaal kepada anggotz-anggotanya atan sekelompok
orang yang dilayaninya atau diwakilinya (mutuaf bengflt corporarions)
3. Beroperasi terutama afau secara ekskiusif untuk tujuan-tujuan
keagamaun (religicus corporations).
U Yayasan menekankan bahwa yayasan harus bertujuan sangat ideal.
Hal ini dapat kita cermati dari latar belakang lahirnya Undang-undang
Yayasan. Rancangan Undang-Undang Yayasan (RUUY} memberikan
tekanan bahwa yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan. Dalam
prakiek kegiatan vayasan di Indonesia, bentuk badan hukum yayasan banyak
sekali digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan seperti
vayasan kematian, yayssan panti 2suban anak yatimi piatu, yayasan
perawatan orang jompo, yayasan yang bergersk di bidang kemanusiaan,
yayasan dana pensiun dan sebagainya. Pemerintah juga dapat mendirikan
yayasan, seperti  yavasan lektur, yayasan bahan makanan, yayasan
kesejahteraan pegawai dan lainnya. Yayasan terscbut didirikan wntuk
maksud vang sangat idealistis dan tidak untuk mencari keuntungan. Bidang
pendidikan merupakan salah satu bidang yang banyak mempergunakan
bentuk badan hukum yayasan. '
Bahkan untuk menjapa silai tujuan das maksud yayasan yang sangat
ideal itu, dapat kita liha dalam Pasal 3 RUUY 7

“dalam psnfelasan pasal 3 RUUY dinyatakan bahwa sesuai dengan
aguan yayasan yesg sifumya sosia! dan kemanusiaan, mako uniuk
menfamin supaya vavasar tidak disalahgunckan, yayasar tidak boleh
memberikan pembayoran ataw upah tetap kepada pendiri, pengurus,
atau kepada pihak ketiga”

" 1bid, hal 68

T thid, hal 209
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Pasal 3 ayat {1} dan (2} UU Yayasan menyebutkan .

© Kekayaun vayasan batk berupa uang, barang, muupun kekavaan lain
yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang
dialihlen atau dibagikan secara langsung, atau tidak langsung, baik
dalam berunk gaji, upah, mawpun honorarium, atax bentuk lain yang

dapai dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas”

"Pengecnalian dalam atas ketentuan sebagaimang dimaksud pada
avat (1), dapat ditentukon dalam anggaran dasar yayasan bahwo
pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus
yayasan:
a. bukan pendiri yayesan, dan tidak terafifiosi dengan pendiri
pembina, dan pengawas,
b. Melaksanakan hkepengurusan yayasan secova langsung don

penuh”

Disini kita dapat melihat bahwasanya pengurus pon tidak diperkenakan
mendapatkan gaji atau upah atau dalam bentuk lainnya untuk menjags
maksud dan tujuan ideal dari yayasan, Kekecualian fersebul harus diatur
tersendirl dalam angparan dasar yayasan. Karena logika yang dipaka
adalah, apabila seseorang harus mengurus suall vayasan vang sedemikian
besarnya, dan schirvh waktunya dicurabkan untuk kepentingan yayasan,
kiranya wajar bila ia menerima suatu kontra prestasi.

Kita dapat pula melihat penjelasan vmum UU Yayasan bahwa
hadirnya UU Yayasan untuk mepghindari yayasan yang bergerak tidak
sesuai dengan maeksud dan tujuen didirikennya yayzsan.” Selain ity U
Yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada

masyarakat mengenal yayasan, menjamin Xepastian dan ketertiban hukum

7w timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang

tidak sesuai dengan makswd dan rijuan vang wrcantum dalam anggaran dasar.” Penjelasan Umem
Lndang-Undang Momor 16 Tahan 2001 Tontang Yayvasan.
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serta mengembalikan fungsi yayasap sebagal pranata hukum dalam rangka
mencapal [ujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. UU
Yayasan mensgaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang
mempunyal maksud dan  tujuan  bersifat  sosial, kesgamaan  dan
kemanusiaan.”

Dengan sendirinya kegiatan yayasan harus sesvai dengan maksud dan
tujuannya vang bersifat sosial dan kemanusizan, dan ldak bertentangan
dengan peraturen perundang-undangan yang berlaky, ketertiban umum, dan
kesusilaan.

Terkait dengan definisi twjuan sostal dan  kemanusiaan  ind,
Chatamarragjid mengaitkannya dengan pengertian charify. Dengan mengutip
pendapat hakim Lord Macnaghten dalam kasus Commisioners for Special
Purposes of tcome Tx v, Pemsel {1981} A.C.531, terdapat empat kiasifikasi
dari charity, vyaitu mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan,
memajukan agama, dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum, Selain
itu ia juga menputip Resratemen of Trust Second Ps. 368, yang

menyatakan:gg

“Charitable purposes include () the relief of poverty, (B} the
advancement of education; (¢} the advancement of religion, (& the
promeiiont of health; (e) govermental or municipal purposes; (fi other

purposes the accomplishment of which is beneficial to the community”

Pertu ditekankan bahwa tiap klasifikasi di atas harus mencakup pula
aspek kepentingan umum ateu kemanfaatan bagi publik vowmnya {(pubfic
benefir). Jadi, suatu sumbangan atau kegiatan bersifat "charitable"/sosial dan
kemanusiaan bila 1a bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Suatu
yayasan tidak hanya harus bertujuan sosial dan kemanusisan, tetapi juga

harus untuk kepentingan urmum.®'

¥ Ibid
" Chatamarrasjid, op. ¢, hal 71

¥ ibid hal 77
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Terkait dengan konsepsi tujuan yayasan di atas, YPPI sebagat badan

hukum yayasan sesual dengan anggaran dasamya bertujuan di bidang sosial

untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. **

Kegiatan YPPI untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia
dilakukan dengan cara;

a. melakukan kegistan usaha dengan menyelenggarskan pendidikan,
peningkatan pengetahvan dan keterampilan baik secars umum maupun
khusus, di bidang kebanksentralan, ekonomi makero, moneter, dan
perbankan serta sgistem pembayaran; kegiatan tersebut termasuk
penyelenggaraan seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan
dan konsultasi, penelitian dan pengembangan, memasyarakatkan dan
mensosialisasikan sistem keuangan dan perbankan;

b. melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan pendidikan
umum;

¢. melakukan usaha lun yang prospektif dengan berpedoman pada
prinsip kehati-hatian serta tidak bertentangan dengan rozksud dan
tujuan yayasan
Pada tanggal 20 Juni 2003, Ketua Pengurus YPPI, Baridjussalam Hadi

dan Bendahara YPPI, Ratnawati Djojomartono, dipanggil oleh Aulia T.
Pohan, saat ity menjabat sebagal Ketua Dewan Pengawas YPPI, dan diminta
untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar yvang akan digunakan untuk
memperbaiki citra Bl Penyisthan dana tersebit menuwrut Ketua YPPI
didasarkan pada rapat Dewan Gubernur Bl tanggal 3 Juni 2003, Sebesar
68,5 miliar digunakan untuk bantean hukum para mantan peizbat Bl yang
terjerat kasus hukum dan 31,5 miliar dipergunakan untuk diseminasikan
amandemen Undang-Undang BI.

Menurut penulis tindakan dari pengurus YPP! tidak sesuai lagi dengan
tujuzn pendirian yayasan, Penyisihan dana 100 miliar tersebut, bukaniah
sebuah usaha untuk meningkatkan mute sumber daya manusia, Yayasan
memang diberikan keleluasaan  berusaha untuk menunjang tercapainya

meksud dan tujuan. Namun, harus sesual dengan maksud dan tujuannya,

* Pasal 5 Akta Notacis YPPE Nomor 33 tangpal 27 Agustus 2003
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seria tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atac
peraturan perundang-undangan.

Tindakan pengurus  YPP]  tersebut  melanggar  prinsip  vang
dikemukakan di stas yaitu bertindak untuk kepentingan umum  atau
kemaniaatan bagi publik omumnys (public benefit).

Chatamarrasiid menegaskan yayasan mempunval tujuan yang huhur,
vaitu bersifat sosial dan kemenusisan. Kata sosial dan kemacusizan
mepunyai pengertian yang luas sehingga kegiatannya bukan hanya di bidang
keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan bantwan hukum, penyvlvhan

hukum, perlindungan konsumen, pelestarian linglungan hidup dan lain-

fain.%?

4.2 Indikasi Perbuatan Melawan Huokum YPPI

YPPI merupakan badan hukum yayasan sesuai dengan akie pendirannya
yang dicatat cleh Notaris Imas Fatimah, SH. teranggal 27 Agustus 2003.
Status badan hukum yayasan ini tentunya YPPI telah sesuazi dengan syarat-
syarat badan hukumn yang disyaratkan oleh UU Yayasan maupun berbagai
teori badan hukum yang telab dikemukakan di atas, yaitm

. mempunyai harta kekayaan sendiri
2. mempunyai tujuan sendiri (tertentu)
3. mempunyai alat perlengkapan

Dalam anggaran dasarnya YPPI telah mempunyai harta kekayaan sendiri
vang terpisah dari pendirinya atau organ-organnya. Dalam pasal 7 Anggaran
Dasar sesual dengan Akta Notaris Momor 33 Tahun 2003.

Bahwa dalam anggaran dasamya telsh dijelaskan pula, tujuan YPPL
adalah bertujuan sostal dan kemanusiaan guna meningkatkan mutu sumber
daya manusia,

YPPI selain memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendin

dan organ-organ yayasan dan disebutkan dalam akta ;}andirimyaau Juga

¥ Chatamarrasjid, og.cit, hal 209

* Pasal 7 Akta Pendirian YPPI Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris luras Fatimah
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(ujuan tertentu, YPPI juga memiliki orgen-organ yayasan yang terdini dati

- &
Pembina, Pengurus dan Pengawas. ’

4.2.1 Unsur Perbuaitan Melawan Hukum

Pemberian dana 100 miliar untuk memperbaiki citra Bank Indopesia
bagi penulis telah kelvar konteks tujuan sosial dan kemanusiaan dari
yayasan, dan menyalahi anggaran dasarmnya sendiri.

Bahwa perbuatan Pengurus YPPI dengan memberikan uang sebesar
31,5 milisr yang disershkan oleh pengurus YPPI kepada Rushi
Simanjuntak untuk diseminasi amandemen UU BI, merupakan perbuatan
yang melanggar UU Tindak Pidana Kompsi. Pengurus YPPI melupakan
prinsip kehati-hatian dalam penggunaan dana 100 miliar, yang
seharusnya digunakan untuk aktivitas sosial dan kemanusiaan, terutama
di bidang pendidikan. Prinsip kehsti-hatian juga dinvatakan pada
putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan korupsi
dengan terdakwa Aulia T, Pohan, Aslim Tadindin, Maman Scemantr,
dan Bun Bunan Hutapea, Mgjelis hakim menyatakan: 5

“Burharaddin Abduilah mengelyarkan disposisi agar diselesaikan
sesugi  dengan  rapad,  Seharusnya  mereka  memberikan  opsi
pemindaan, Perbuatun terdalowa seharusnyve kritis, teliti dan tidak

menyetujul kol tersebul”

Aalia T. Pohan (sebagai ketua dewan pengawas waktu itu), Aslim
Tadjudin, Maman Soemantri, dan Bun Bunan Hutapea, yang
kesemuanya adalah deputi gubernur Bl dinyatakan bersalah karena
terbukti telah memperkaya orang lain, Hal ini tentu memberikan fakia
bahwa tindakan vang dilskukan pengawas YPPI melanggsr hukum.
Dalam hal ini pengawas telah melakukan perbuatan melawan hukum

terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.

* pasal § Akta Pendirian ¥ PPI Nomor 53 1anggal 27 Aguswus 2003, Notaris Imas Fatimah

% hap:ifkorupsi.vivanews.com/news/read/67325-aukia_pohan_es_terbukti_perkaya srang lain
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Perbuatan pemberian dana 68,5 miliar digunakan untuk baniuan
hukum parz pejabal Bl sangat menciderai dan melukal masyarakat,
terutama masyarakat pencart keaditan yang tidak mampu membayar jasa
hukum. Sepatutnya untuk yayasan yang bergerak di bidang sosial den
kemanusizan, dana 68,5 miliar sangat membaniu masyarakat miskin
yang kurang mendapatkan akses terhadap keadilan.

Sesual dengan anggaran dasamya YPPL seharusnya melakukan
kewsjiban hukum seperti menyelenggarskan pendidikan, peningkatan
pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun secara Khusus
di bidang kebanksentralan, makee ckonomi, moneter, dan perbankan
dengan cara seperti seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan,
dan konsuitasi, penelitian dan pengembangan, memagyarakatkan dan
mensosialisasikan sistem kenangan dan perbankan.

Dengan dana 100 miliar vang disalurkan oleh pengurus dan
pengawas yayasan untuk kepentingan di luar konteks twjuan dan maksud
yayasan, jelas mengindikasikan bahwa YPPI yang tidak melakukan
kewaiiban hukumnya kepada masyarakat. Kewaiiban hukumnya adalah
dengan dana 100 miliar tentu YPP! dapat melakukan pendidikan,
seminar dan lainya.

YPPL teleh melanggar asss kepatuian dalam masyarakat, Seperti
vang dikatakan oleh Moegni, perbuatan tersebut bertenfangan dengan
kepattan yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan di masyarzkat,
Patutkan para pejabat BI vang telah diberi gaji besar, dan berbapai
fasilitas dalam pekerjaan mendapatkan bantuan bukum, karene dugaan
kasus korupsi? Patutkan untuk amandemen sebuah undasg-undang para
anggota legislatif harus dibenikan vang atau dana kembali, padahal jelas
mereka sudah mendapat gajl, tunjangan dan fasilitas yang layak.

Bagi penulis ini jelas melanggar asas kepatutan dalam kehidupan di
masyarakat. Sepatuinya dana sebesar ifn jika dibuat untuk pendidikan,
ataukah bantuan hukum bagi orang miskin, maka hasilnya akan jauh
lebihk bermanfaat bagi masyarakat.
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Sehagai catatan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2007
mengrima pengaduan kasus yang rala-rata berasal dard keluarga yang
tidak mampu scbanyak 1114 kasus dengan jumiah orang terbantu
sebanyak 20.837. Pada tahun 2008 menerima sebanyak 1144 kasus dan
kurang lebih 45,638 orang miskin terbantu.®’

Perbuatan pemberian dana 100 miliar di luar konteks sosial dan
kemanusiaun oleh YPPL Bagi penulis telah melanggar hak subjekiif
masyarakat, dimana scharusnya masyarakatlah yang berhak untuk
menikmati dana-dana atau pelayanan dari yvayasan. Hak subjekiif ini
merupakan hak ountuk menikmati pendidikan, bakkan bantuan hukum
secara murah dengan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, atau badan-
tadan negara.

Konteks hak subjektif adalah hak perorangan. Namun seperti
dikemukakan diatas, yayasan didirikan untuk kepentingan sosial dan
kemanusiaan, Kepentingan sostal dan kemanusiaan adalah bagaimana
akiifitas yayasan ditgjukan untuk kepentingan publik dan memiliki
kemanfaatan yang sebesarnya untuk masyarakat (public benefit). A

Maka, hak-hsk vang dapat dilanggar akibat tindakan yang dilakukan
oleh yayasan, tidak hanya bersifat individual, tetapt kommmunal
{bersama). Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan yang diberikan
sebagai kewajiban bagl yayasan.

Pasal | angka 1 UU Yavasan menyebutkan yayasan adalab badan
hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuniukkan
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan., Sehingga bagi penulis, hak-hak subjektif seseorang itu
tergabung menjadi satu manjadi hak subjektif masvarakat. Apakah hak
subjektif tersebut?  Menurut Rosa Agusting, disyaratkan adanye
pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun
tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada

alasan pembenar menurut hukuom.

*7 L aporan akhir tahun 2007 dan 2008 LBH Jakara,
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Kenbali kepada awal, bahwa tindakan ketua pengawas YPPI yang
meminta pengurus untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar telah
divenis hakim tindak pidana korupsi. Jelas ini sudah merupakan tindakan
vang melanggar hukum vang fertulis maupun tidak tertulis dalam
masvarakat, Korupsl dilarang oleh hukum positif dan magyarakat, dan
tidak ada alssan pesmbepar untuk melakukan hal tersebut. Jadi hak
subjektif masyaraktlah yang terlangpar. Scharusnya masyarakat dapat
mentkmati  hak-hak  sebesar 100 miliar, namuon menjadi  hilang

karenanya.

4.2.2 Unswr Kesalaban

Dalam U Yayasan dikatakan pengertian pengawas adalah organ
yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat
kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.*®

Wewenang dari pengawas adalah:

a. memberhentikan  sementara anggota  pengurus  dengan

meinberikan alasannya

b. melaporkan secara tertulis kepada pembina selambat-lambatnya 7

hari sejsk tanggal pemberhentian sementara.

Dari uratan di ates. udak terlihat bahwa pengewas memifiki
wewenang untuk memerintahkan ateu meminta pengurus menyisihkan
dana atau asct-aset yayasan. Menurut ketua pengurus YPPL, dirinya
dipanggil oleh ketua dewan pengawas YPPL dan diminta untuk
menvisihkan dana sebesar 100 miliar digunakan untuk memperbaiki eitra
BL

Penyisihan dana tersebut menurut ketua pengurus YPPI didasarkan
pada rapat dewan gubernur BI tanggal 3 Juni 2003, yang pada

periimbangannya:”

¥ Winante Wirvomaniasi, Aspek Hukum don lmplementasi LU No. 15 Tohun 2007 teniong
Yayasan Juncto 1A No 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Neo 18 Tohun 2001 Tentang
Yayasan, Muokatah Semingr PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang.mdang Tentang
Yavyasan

** Rapat Dewan Gubernur B tanggal 3 Juni 2003
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a. untuk  menanggulangi kebutuhan  dana dalam rangka

menanggulangi kegiatan yang insidentil dan mendesak Bl dapat
menggunakan dana dari LPPI

b. permintaan dana dapat dilakukan melalui anggota dewan gubernur
yang yang bertindak sebagai dewan pengawas LPPI

Rapat dewan gubernur ini menyetujui:

a. dewan gubernur setuju agar dana LPPI menyediskan dana sesuai
dengan yang diperiukan Bl

b, tehap I, dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisihkan dana
sebesar 100 miliar

Indikast unsur kesalahan dalam hal ini adalah adanva wnsur
kesengajaan yang dilakukan oleh dewan pengawas YPPI, yang ingin
menggunakan dana 100 miliar milik YPPL. Dewan Pengawas YPPI
sengaja melakukan rapat besama dewan gubernur BI untuk menyisihkan
dana 100 reiliar vang akan digunakan memperbaiki citra BI Indikesi
kealpaan juga dilakukan oleh pengurus YPPL Bagaimana muagkin, UU
Yayasan  lidak memberikan kewenangan kepada pengawas untuk
meminta menyisihkan haria alaw aget yayasan, namun penguorus YPPI
menyisibkan dana 100 miliar yang merupskan harta kekayaan yayasan
karena diperintahkan oleh pengawas yayasan.

Tentu hal ini adalab indikast kuat adanya unsur kesalahan {schuld)
vang dilekukan oleh organ yayasan, Unsur kesalahan untuk menekankan
pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum ates kerugian
yang ditimbulkannya, apabila perbuatan tersebut dipersalahkan padanya,

Unsur kesalahan ini terbukti, dengan putusan pengadilan tindak
pidana korupsi dimana rapat dewan gubernur pada Juli dan Juni 2003,
rapat dewan gubernur menvatakan menggunakan dana YPP] unhuk
bantuan bukum dan disemunasi, dikarceakan dalam mata anggaran BI
tidak terdapat mata anggaran untuk itu. Hal ini membukiikan kesalahan
rapal dewan gubernwr yang tidak memiliki kewenangan terhadap

pengeluaran harta kekayaan YPPL
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Terhadap indikasi kesalahan ini, pasal 35 avat (1) Ul Yayasan
menyatakanm

“nengurus yavasan bertanggung jowab penuh atus kepengurusan

yayasan untuk kepentingan daw tujuan yavasan serta  berhok

mewakill yayasan baik didaiam maupun di tuar pengodilan”
Sedangkan pasal 35 ayat (5) Ul) Yayasan menyatakan:

“Seiinp pengurus berionggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang  bersangkutan dolom menjolankan  tugosnye  Hdak  sesuai

dengan kelentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian
arau pibok ketiga."

Dari ketentuan diatas, pengurus bertanggung jawab terhadap semua
aktivitas kepengurusan vavasan, Namun apabila dalamn kepengurusan
tersebut tidak sesual dengen anggaran dasarnya yang merugikan pihak
ketiga, maka pengurus berlanggung jawab secara pribadi. Sehingga
bukanlah badan hukum yang bertanggung jawab terhadap kesalahan
vang menyimpang dan touan dan maksud yayasan, yang dituliskan

dalam anggaran dasamya.

4.2.3 Unsur Kerugian

Indikasi kerugian ini secara maieriil, jelas dapat dibukiikan, Bahwa
sepatutnya dana 100 miliar yang merupakan aset atanw harta kekayaan
YPPL dipergunakan untuk tujuan sosial dap  kemanusiaan, tetapi
digunakan untuk mengumtungkan atan memperkaya beberapa orang saja,
yang menurut maielis hakim tindak pidana korupsi, adalsh Paul Sutopo,
Hendro Budivanto, lwan Prawiranata, Sudrajad Diiwendono, Hamka
Yamdu, dan Rusli Simazlj!zzizak,%

YPPI mendapatkan dana 100 miliar tersebut dari Bl tentu diharapkan

bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi sesuai dengan

* hup:Fhorupsi vivanews cominews/read 67325 -aulia_pohan_cs_terbukti_perkaya_orang_lain
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maksud den tojuan didinkannya yayasan yang bergerak di bidang sosial
dan kemanusiaan. Bila dana sebesar tersebut dipergunakan ontuk
pendidikan, pelatiban, seminar, lokakarya, atau semua hal yeng
berhubungan dengan peningkatan mutu sumber daya maenusia, make
tentu keuntungan bagi masyarakat akan dapat dirasakan, Dengan dana
100 miliar, akan ada banyak sckali pelatiban, pendidikan, seminar dan
Tokakarys bagi masyarakat. YPP] telah kehilangan dana sebesar itu jelas
merugikan, karepa tidak dapat melakukan kegiatan atav algivitas untuk
mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Bila penulis menganalogikan bantuan hukum sebesar 68,5 miliar
digunakan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat vang
tidak mampu, maka akan berapa ribu orang miskin dan tidak mampu,
vang tersandung perkara hukum, akan dapat terbanhu,

Dengan analogi seperti di atas, jelasiah, bahwa kerugian akibat
perbuatan pemberian dana 100 raillar vntuk memperbaiki citra BI
merugikan masyarakat, yang seharusnya dapat terlayani depgan baik
oleh YPPI

Anszlogi yang kedua adalah ketiadaan kenyamaan merupakan hak
seseorang. Penulis analogikan dengan  akiivites penyelenggaraan
pendidikan, seminac. maupun  lokakarya perbankan ateu  hukum
perbankan bagi pegawai-pegawai bank swasta maupun bank Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan YPPI.

Pegawai-pegawai tersebul dengan mendapatkan fasilitas, mengikuti
pendidikan dan seminar, fentu akan merasa sangat hyamsan, karena hal
int merupakan aktivitas sosial dad YPPIL, guna meningkatkan sumber
daya manusia. Namun, dengan dana 100 miliar vang dikeluarkan oleh
pengurus dan pengawas YPPL, maka berkuranglah atsu bahkan hilang
kenikmatan untuk ﬁﬁendapatkan pendidikan, atau ilme ataw keterampilan
dalam bidang perbankan maupus hukum perbankan dan moneter.

Berkurangnya atau bahkan hilangnya kenikmatan tersebut sebesar
nilat yang bilang dari aset YPPI yang dipergunakan bukan untuk maksud
dan tujuan berdirinya YPPL
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4.2.4 Hubungan Sebab Akibat

Hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan
kerugian yang ditimbulkan dalam pemberian dana 100 miliar adalah,
bahwa perbuatan pengurus YPPI vang menyediakan dana atas perintah
pengawas ¥ PPl menimbulkan hilangnya dana 100 miliar harta kekayaan
YPPI. Dana sebesar itu, seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan
masyarakat atau kemanfaatan bagi publik (public benefit,

Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI tersebut, masyarakat
telah kehilangan pelayanan dari YPPY senilai 100 miliar, dikarenakan
¥YPPI adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial dan
kemanusiazan, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu swmber daya
manusia.

Menarut teori kusaliteit, dapat dilihat indikasi sebab dan akibatnya.
Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab adalah oragan-orgen
¥PPI telah melakukan kesafahan dalam menjalankan kepengurusan dan
melanggar anggaran dasarmya.

Tingkat kemungkinan timbulnya Kerugian dapat diduga. Bahwa
menghilangnya dana 100 miliar dan YPPI berakibat kerupian bagi
yayasan tersebut, dan jugz kerugian yang bhesar bapi masyarakat yang

seharusnyva dapat dilayani oleh yayasan,

4.3 Pemeriksaan Terhadap Yayasan

Pads dasarnya untuk mencapal tujuan dan  maksudnya yayasan
diharapkan selalu dapat melaksanakan kegitannys dengan fata cara yang
sangat baik duan sesval dengan aturan perundang-undangan. Namun jika
wrhadap keinginan tersebut terdapat kendala, pemecahannya tentunya dapat
berbaga: macam. '

Pemecahan masalab  tersebut  harus  divkur, apakah kendala
dikarenakan faktor berupa suatu perbuatan melawan hukum afau tidak.
Karena tentu sangat penting, bahwa yayasan harus merjaian sesual kaidah

dan norma yang berlaku di dalam bermasyarakat.

Universitas indonesia

Indikasi Perbuatan..., Nur Hariandi, FH Ul, 2009



Sehubungan dengan itu, dalams Undang-Undang Yayasan dikenal
dengan adanya lembaga pemerikssan terhadap vayasen, yang fungsinya
uniuk mengungkap terjadinya peristiwa perbuatan yang keliru yang
dilakukan oleh organ vayasan,

Dalam ketentuan Pasal 533 UU Yayasan dikatakan:

(1} pemeriksaan rerhadap yayasan untuk mendapatkon data atau
keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapot dugaan bahwa
organ yayasan:

a. melakukan perbuatan melowan huiue ataw bertentangan
dengan angparan dasar;

5. lalai dalam melaksanakan tugasnya

c. melakukan perbuatan yang merugihan yayasan atay pibok
ketiga, atau

d& melakukan perbuatan yang merugikan negara

(2} pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) kuref g,
hurdf b, dan hwruf ¢ hampa dapar difakukan  berdasarkon
penetapan Pengadilan atas permohonan tertidis pikak keviga yon
berkepertingon disertat alasan.

{3}  Pemeriksoan sebagaimang dimeksud dalam ayat (1) hueat d
dapat  dilzkukan berdasarkan  penetapan  Pengadilen  atos
permintaan Kejoksaan datmn hal mewakili kepentingan wnum.

Dalam ketentuan tergebut di atas, terdapat beberapa alasan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap yayasan., Alasan tersebut jika terdapat
dugaan bahwa organ yayasan melakukan pesbuatan, berupa:

a. melaknkan perbuatan melawan hukum alau bertentangan dengan
anggaran dasar;

b. lalai dalam melaksanakan tugasnya

¢. melakukan perbuatan yang merugikan yayasan gtau pihak ketiga, atau

d. melakakan perbuatan vang merugikan negara

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meiakukan pemeriksasn
terhadap yayasan adalah harus ada dugaan yang kuat terhadap organ vayasan

melakukan penyimpangan dengan salah satu alasan tersebut di atas. Adapun
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vang melakukan penyimpangan pada umumnya organ yayasan yaiiu,
pembing, perigurus, maupun pengawas, sedangkan pegawal yvayasan sepert
orang yang bekerja di bagian administrasi dan pesurub tidak termasuk organ
yayasan,”’

Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap yayasan adalah tidak hain
untuk memperoleh kebenaran tentang adanya dugaan penyimpangan seperti
vang dimaksud pada huruf a sampal dengan d Pasal 33 ayat (1) Undang-
undang yayasan. Kebenaran akan dugaan tersebut harus didasarkan pada
fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan, schingga dapat dipunakap
untuk mengetahui ada tidakoya penyimpangan di dalam yayasan.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), UU Yayasan mengharuskan
pemeriksaan ferbadap yayasan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
Pihak-pihak yang merasa berkepentingan dapat meminta  dilakukan
pemeriksaan terhadap sebuah vayasan bila diduga terjadi penyimpangan di
dalarn tubuh yayasan. Mekanisme dengan melalui pengadilan, adalah
tentunya niuk melindungi yayasan dari kesewenang-wenangan pihak ketiga.

Adapun siapa yang mengajukan permchonan tersebut ke pengadilan
pada prinsipnya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang tidak
berada di dalam tubuh yayasan, vaitu i luar yayasan. Pihak ketiga dengan
pihak kejaksaan dibedakan menurut UL Yavasan,

Pihak ketiga untuk memaohon pemeriksaan dengean dugaan:

a. melakukan perbuatan melawan hokum atau bertentangan
dengan angparan dasar;

b. lalai dalam melgksanakan tugasnya

¢ melakukan perbuatan yang merugikan yayvasan atau pihak
ketiga,

Untuk  permohonan  pemeriksaan dengan dupaan organ  yayasan
melakukan perbuatan merugikan negara diajukan oleh yayasan kejaksaan
dalam kapasitasnya mewakili kepentingan umum,

Menjadi pertanyaan adalah apakah YPPl dapat dimohonkan untuk
dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan? Teniu jawabannya adalah kita

*! Gatot Supramone, op.cit. hal 126
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kembali kepada indikasi-indikasi yang sudah diterangkan dia atas, sesuai
dengan Pasal 33 UL} Yayasan.
t. Melakukan perbuatan melawan hukum

Perbuatann  Pengurus  YPPI dengan memberikan uang
sebesar 31,5 miliar yang diserahkan oleh pengurus YPPI kepada
Rusli Simanjuntak untuk diseminasi amandemen UU B,
mierupakan perbuatan yang melanggar UU Tindak Pidana Korupsi.
osial dan kemanusizan, terviams di bidang pendidikan. Perbuatan
pengurus YPPI dengan didasarkan kepada perintah Ketua Dewan
Pengurus YPPI saat itu.

Perbuatan pengawas YPPI telah dianggap bersalah oleh
Pengadilen Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 17 Juni 2009
Dalam hal ini pengawas telah melakukan perbuatan melawag
hukurn terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.

Tindzakan ketua dewan pengawas YPPL yang meminta
pengurus untuk menyediakan dana sebesar 100 miliar berdasarkan
putusan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan tindakan
vang melanggar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam
masyarakat. Korupsi dilarang oleh hukuro positif dan masyarakat.
dan tidak ada alasan pembenar untuk melakukan hal tersebut. Jadi
hak subjekiif masvarakatlab yang terlanggar.

Dalam WU Yayasen dewan pengawas tidak memiliki
kewenangan untuk dapat menyisihkan atau meminta kepada
pengurus menggumakan sejumiah kekayaan vang dimiliki oleh
vayasan. Namun demikian ketua dewan pengawas YPP! meminta
kepada pengurus YFPP! apar menyisthken uang ssjumlah 100
miliar, Jelas bahwa mepurat UU  Yayasan, perbuatan int

merupakan perbuatan melawan hukum
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2. Melakukan perbuatan yang bertenlangan dengan anggaran
dasarnya
Y PPI sebagal badan hukum vayasan sesual dengen angpgaran
dasarnys bertujuan d¢i bidang sosial untuk meningkatken moto
sumber daya manusia®™.
Kegiatan YPPl untuk meningkatkan mutu sumber daya
manusia dilakukan dengan cara
a. melakukan kegiatan uvsaha dengan menyelenggarakan
pendidikan, peningkatan pengetzhuan dan keterampilan
baitk secars wmum  maupun  khusus, di bidang
kebanksentralan, ekonomi makro, moneter, dan perbankan
serta sistem pembayaran; kegiatan tersebut termasuk
penyelenggaraan seminar, lokakarya, latihan, konferensi,
bimbingan dan konseltasi, penelitian dan pengembangan,
memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistern keuangan
dan perbanian;
b. melakukan kegiatan usaha dengan menyelenggarakan
pendidikan urmum;
¢. melakukan usaha lain yanp prospektif dengan berpedoman
pada prinsip kehati-hatian seria tidak bertentangan dengan
maksud dan twivan vayvasan
Pada taaggal 20 Jumt 2005, Kens Pengurus YPPL
Baridjussalam = Hadi  dan  Bendahara  ¥PPI, Ratnawati
Djojomartone, dipanggi! oleh Auiia T, Pohan, sazt jtu menjabat
sebagat Ketua Dewan Pengawas YPPI, dan diminia untok
menyisiikan dana schesar 100 miliar yang akan digunakan untuk
memperbaiki citra Bl. Penyisihan dana tersebut menurut Ketua
YPPI didasarkan pada rapat Dewan Gubernur Bl twnggal 3 Juni
2003, Sebesar 68,3 miliar digunakan untuk bantvas hukum para

mantan pejabat Bl yang terjerat kasus hukum dan 31,5 miliar

7 Pasal 5 Akta Notaris YPPI Nomor 53 tanggol 27 Agustus 2003
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dipergunakan untuk diseminasikan amandemen Undang-Undang
BI.

Menurut penulis tindakan dari pengurus YPPI tidak sesuai
dengan anggaran dasarnya tersebut diatas. Penyisihan dana 100
miliar tersebut, bukanlah sebuah usaha untuk meningkatkan mutu
sumber dava manusia. Yayasan memang diberikan keleluasaan
berugaha untuk menunjang tercapainya maksud danp tujuan.
Namun, harus sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tertuang
dalam anggaran dasamya, serta tidak boleh bertentangan dengan
ketertiban  umum, kesusilaan danfatau perawran  perundang-
undangan,

Tindakan pengurus YPPI tersebut melanggar prinsip vang
dikemukakan diatas yaitu beriindak untuk kepentinpan umum atau
kemanfaatan bagi publik umumnya (public benefif), dan tidak
sesuai dengan anggdran dasarinya.

. Lalgi dalam menjalankan tgasnya.

Indikasi kelalaian dilakukan ofeh pengurus YPPL UU
Yayasan tidak memberikan kewenangan kepada pengawas uniuk
meminta menyisihkan harta atau aset yayasan. namug pengurus
YPPI menyisibkan dana 100 miliar vang merupakan harta
kekayaan vyayasan karena diperintahkan oleh  ketua  dewan
DENEAWES YaYasan.

Kelalalan ini dapat diketahui darl  kutipan  Majelis
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa para deputi
gubernur Bl yang salah satunya merupakan ketua dewan pengawas
YPPL

"Burkanuddin  Abdullah  mengeluarkan disposisi agar
diselesaikan sesual dengan rapai, seharusnya mereka memberikan
apst penundaon. Perbuatan terdokwa seharusnye kritis, teliti dan

tidak menyetwui hol tersebig”
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Sebenamya selain lalal organ pengurus YPPI dalam hal inl dewan
pengawas  sengaja melakukan tindskan  yang merugikan yayasan.
Mepurut ketua pengurus YPPI, dirinya dipanggil oleh ketua dewan
pengawas YPPI dan diminta untuk menyisihkan dana sebesar 100 miliar
digunakan untuk memperbaiki ¢itra Bl

Penyisihan dana tersebut menurut ketua pengurus YPPI didasarkan
pada rapat dewan gubernur Bl tangpal 3 Juni 2003, yang pada
pextimbangaanya:%

c. untuk  menangeulangl  kebutwhan  dana  dalam  rangks
menanggulangi kepiatan vang insidentil dan mendesak BI dapat
menggunakan dana dari LPPI

d. permintaan dana dapat dilakukan melalui anggota dewan gubernur
yang yang bertindak sebagail dewan pengawas LPPI

Rapat dewan gubernur ini menyetujul:

¢. dewan gubernur setuju agar dana LPPl menyediakan dana sesual
dengan yang diperiukan Bl

d. twhap [, dewan pengawas LPPI diminta untuk menyisibkan dana
sebesar 100 miliar
Indikasi kesalahan dalam hal int adalah adanya unsur kesengajaan
vang dilekukan oleh dewan pengawas YPPL  yang ingin
menggunakan dana 100 pubar milik YPPL dilakukan dengan cara

melakukan rapat dewan gubernur Bl

4. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga
Indikasi kerugian ini secara materiil, jelas depat dibukiikan.
Bahwsz sepatutnya dana 100 miliar yang merupakan asel atau harta
kekayaan YPP! dipergunakan wuntuk tujusn  sosial  dan
kemanusizan, tetapi digunakan untuk  menguntungkan  atau
memperkaya beberapa orang saja, yang menurut majelis hakim

tindak pidana korupsi, adalah Paul Sutopo, Hendro Badiyanto,

" Rapat Dewan Gubernur BI tanggat 3 Juni 2003
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bhvan Prawiranata, Sudrajad Diiwandono, Hamka Yamdu, dan
Rusli Simanjuntak.™

YPPI mendapatkan dana 100 miliar tersebut dari Bl diharapkan
bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi sesuai
dengan maksud dan tujuan didirikannya yayssan yang bergerak i
bidang sosial dan kemanusiaan, Bila dans sebesar terssbui
dipergunakan untuk pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya,
atan semua hal yang berhubungan dengan peningkatan mutu
sumber daya manusia, maka tentu keuntungan bagi masyarakat
akan dapat dirasakan. Dengan dana 100 mijiar, akan ada banyak
sekali pelatihan, pendidikan, seminar dan  lokakarya bagl
masyarakat, YPPI tclah kehilungan dana sebesar itu  jelas
merugikan, karena tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas

untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

5. Melakukan perbuatan yang merugikan negara

Seperti yang dikemukan di awal tolisan ini, pada tanggal 17
Juni 2009, Mantan Deputi Gubernur Bl Aulia T, Pohan divonis
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) 4 tahun 6 bulan
pergara kerena terbukii secara syah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana yang merugikan negara. Begitu pula dengan figa
mantan Deputi Gubernor Bl Isinaya. Aslinn Tadjuddin, Maman
H. Somantri, Bun Bunan Hutapea. Majelis Hakint menjatuhian
vonis yang sama kepada Maman H. Sumaniri (empat tahun enam
bulan). Sementara itu, Bun Bunan Hutapea dan Aslim Tadiuddin
divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 200 juta™. Mantan
Deputt Gubernur Bl Aulta T. Pohan adalah Ketua Dewan
Pengawas YTPI pada waktu itu,

" hupi#korupsi vivanews.comnows/read/67325-aulia_pohan_cs terbakti_perkaya orang_lain

* hitp:Hveww primaironline. comsberita’detail php fcatid=Peraditan&artid=aulia-pohan-divonis
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Bila kita mengikuti alur berpikir pada Undang-undanyg
Nemor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka jelas
perbuatan pengawss YPPI menggunakan dana vayssan yang
berasal dari Bl merupakan tindak pidana korupsi vang
merugikan negara, Karens berdasarkan undang-undang ini,
keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara vang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu bafk beripa vang
maupun berupa barang yeng dapat dijadikan milik negara
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ST

Namun bila kita mengikuti alur berpikir berdasarkan UU '
Yayasan dan pendapat para ahll mengenai definisi badan hukum
dan yayasan, maka perbuatan ketus dewan pengawas YPPI
hanyalah merogikan bagi yayasan sendiri. Karena vayesan
memiliki harta kekayaan yang fterpisah dengan pendirinya,
maupun dengan organ-organ yayasan.

Pasal | angka 1 UU Yayasan sudah menjelaskan hal
tersehut, Pasal | angka | menyebutkan :

“yayvasan adaloh badan ndkum yong tevdivi atas kekayaun
yang dipisalikan dan diperuntukkan untuk mencapat tujuan
fertentu di bidang sosial, keagamaan, don kemonusiaan,
yang tidak mempuiyal anggota

YPPI selain memiliki harte kekayaan sendiri yang terpisah
dari pendiri dan orgap-crgan yayasan dan disebutkan dalam akea
pendiriannya *® Mengutip pendapat Scholten, seperti yang dikuip
oleh Al Rido, mengemukakan bahwa yavasan adalah badan
hukum yang mempunya unsur-unsur sebagai berikut®”:

2. Mempunyai harts kekayaan sendiri, yang berasal dayi suatu
perbuatan pemisahan
b. Mempunyai tujuan sendiri {tertentu]

¢. Mempunyai alat perlengkapan

¥ Pasal 7 Aksz Pendirian YPP] Nomor 53 tanggal 27 Agustus 2003, Motaris Imas Fatimah

7 Gatot Supramona, op.cit. het. 2
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4.4, Pertangggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum YPPI

Seperti yang dikemukakan di atas, untuk melihat sipa yang harus
bertanggung jawab, kita dapat melihat dari teori-teori badan hukum yang
dikemukakan di atas. Teori fiksi memandang dalam kenyataanya badan
hukum itu tidak ada tapi kita berbuat seolah-olah ada. Oleh karena itu, badan
hukum tidak mungkin berbuat salah, jadi badan hukum tidak mungkin dapat
melakukan perbuatan melawan hukum.

Teori pemilikan bersama hanya menyatakan bahwa hak dan kewajiban
badan hukum adalah sebenarnya hak dan kewajiban angota-anggotanya.
Jadi, secara pribadi tidak memiliki tetapi bersama semuanya menjadi
pemilik, dan teori ini melihat badan hukum sebagai sesuatu yang abstrak.
Maka, tentu sangat sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab
terhadap perbuatan badan hukum.

Teori kekayaan bertujuan menyatakan apa yang disebut hak-hak badan
hukum, sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum. Disini hanya
menitikberatkan pada kekayaan yang terikat tujuan saja. Jelas, dengan teori
ini sangat sulit menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan
terhadap perbuatan atau tindakan badan hukum.

Sebaliknya teori kekayaan jabatan, badan hukum mempunyai hak
sebagai suatu kualitas melalui pengurusnya. Jadi hak dan kewajiban melekat
pada pegurusnya. Begitu pula dengan teori organ yang menyatakan. adanya
organ atau pengurus badan hukum, maka badan hukum dapat melakukan
tindakan hukum. Hal ini dperhalus dengan adanya teori kenyataan yuridis,
dimana, badan hukum adalah suatu kenyataan yuridis, berdasarkan hukum
positif yang mengaturnya.

Sehingga menurut teori organ, teori kekayaan jabatan, dan (eori
kenyataan yuridis, maka terhadap tindakan YPP! yang memberikan dana
100 miliar untuk memperbaiki citra BI, badan hukum yayasan atau YPPI
sendiri yang bertanggung jawab, dimana melalui pengurusnya melakukan
perbuatan tersebut.

Melalui UU Yayasan, pengurus dan pengawas bertanggung jawab

secara tanggung renteng apabila terjadi kerugian akibat kepailitan yang
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disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus dan pengawas dimana
harta kekayaan tidak mencukupi untuk menutup kerugian,

Pengurus yayasan juga bertanggung jawab secara pribadi jika dalam
menjalankan  tugasnya tidak sesual dengan anggaran dasar  yang
mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.

Dan uraian di atas, maka apabila tindakan yang mengakibatkan
kerugian, ads dua hal yang dapat dilihat:

1. kesalahan dan kelalaian pengurus mengakibatkan kerugian bagi
pibak ketiga, maka vayasan berianggung jawab secara penuh,
apabila tidak mencokupl, maka pengurus dan pengawas
bertanggung jawab secara pribadi

2. apabila pengorus tidsk menjalankan sesuai dengan anggaran
dasar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka
secara pribadi

Maka untok kasus YPPI, baik yayasan, maupun pribadi pengurusnya
harus bertanggung jawab. YPPI berdanggung jawab atas kesalahan pengurus
atu kelalaiannya, dan pengures YPPI secara pribadi bertanggung jawab atas
pelanggaran terbadap anggaran dasarnya.

Untuk pertanggung jawaban pidana, hukum pidana mengatur hanya
individu atau orang yang dapat dikenakan pidana. Maka badan hukum
sesevia dengan teori organ, kekayaan jabatan dan kenyataan yuridis, maka
yang bertanggung jawab adalah individu pengurus vyang melakokan
findakan, Hal ini sesnai denpan Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-undang
Hukurn Pidana.®®

* Moelyatne, Kiab Undong-Undnag Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan Keduapuoivh
saty, 2001, kal 3; Hbat jugs, Moelyaine, dzar-azar Hukum Pidana, Iakarta, Bina Aksars, Cetakan
kepmpst, 1987, hal. 23
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Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, meka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban alas

permasalahan yang dikemukakan, yattw

1.

Konsep tujuan pendirian yayasan untuk fujuan-tujuan sosial dan
kemanusiaan. Yayasan merupakan organisast nirlaba  yang
bergerak untuk kepentingan umum dan kemanfaatan publik (public
benefif). Tindakan YPPI sebagal badan hukum yayasan dalam
pemberian dana 100 millar untuk memgperbaiki citra Bl telah
keluar dari maksud dan tujuan angparan dasamya sendirt. Tujuan
¥YPPI dalam anggaran dasamyes adalah bergerak di bidang sosial
untuk meningkatkas sumber daya manusia melalui kegiatan-
kegiatan seperti menyelengparakan pendidikan, pendidikan umum,
peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang c:t;cmomi_.
perbankan, termasuk pelatiban, seminar. lokakarva, dan penelitian.
Dengan tindakan pengurus dan pengawas YPPI vang memberikan
dana 100 wmiliar kepada orang-orang tertentu, selain untuk
kepentingan sosial dan kemamusiaan, telab melanggar nilai ideal
tujuan pendirian yayasan, yaitu untuk kepentingsn wmum dan
kemanfaatan publik (public benefir).

Tindakan Badan Hukurm YPPI terindikasikan melakukan perbuatan
melawan hulaun  dalam  pemberian dana 100 miliar  untuk
memperbaiki citrz Bl. Perbuatan melawan hukum badan hukum
yayasan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan organ-
organ yayasan tersebut, melanggar asas kepatutan dan melanggar
hak subjektif masyarakat. Perbuatan tersebut jugs bertentanpan
dengan prinsip kehatian-hatian yang seharusnya dimiliki oleh
organ-organ yayasan. Dahkan oleh pengadilan tipikor, penpawas
vayasan telah divonis bersalah melakukan perbuatan melawan

hukum undang-undang tindak pidana korupsi, Perbuatan Pengurus
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5.2 Saran

&7

atas perintah pengawas YPPI yang mengeluarkan haria kekayaan
yayasan sejumilah 100 miflar, bukan perintah pembina yavasan,
merupakan unsur kesslahan. Secara sengala pengawas elah
melakuken rapat-rapat sebelumnyz untuk menggunakan dana YPP!
senilai 100 miliar yang akan dipergunakan bukan untuk meaksud
dan tujuan yayasan. Tindakan organ-organ vayasan telah
mengakibatkan kerugian, baik untuk yayasan sendiri maupun unink
masyarakat yang seharusnya terlayani oleh yayasan dikarenakan
peruntukan 100 milar dana yayasan yang dipergunakan bukan
untuk maksud dan tujuan yayasan.
Yayasan dapat dimohonkan untuk diperiksa oleh Pengadilan,
apabila:
a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan
dengan anggaran dasar;
b, lzlai dalam melaksanakan tugasnya
¢. melakukan perbustan yang merugikan yayasan atau pihak
ketiga, atay

d. melakukan tindakan yang merugikan nerars

Berdasarkan darl kesimpulan di atas, dapat diberikan saran darni

penulis, yaitu;

1.

Aktivitas yayasan harus selalu sesusi dengen maksud dan wjuan
pendiriannya. Tujuan yayasan merupaken fujuan yang sangat idiil
dikarenakn bersifat sosial dan kemanusiaan, sehingga yayasan
harus bergerak  untuk  kepentingan  sosial dan  kemanusiaan
melayani magyarskat dan bertindak untuk kemanfaatan publik
{public benefif). Segala tindakan oOrgan yavasan harus merujuk
kepada maksud dan fujuan yayasan yang telah dituliskan dalam
anggaran dasar yayasan, dan tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan kaidab-kaidah kepatutan dan

susila di dalam masyarakat.
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2. Sesuai dengan UU Yayasan, maka terdapat alasan bagi Kejaksaan
maupun pihak ketiga untuk meminta agar YPPI diperiksa oleh
pengadilan, dikarenakan terindikast melakukan tindakan seperu
yang tercantunm dalam Pasal 53 ayat (1) UU Yayasan.
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